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“Sesungguhnya beserta kesukaran ada kemudahan, maka 
apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), maka 
kerjakanlah (urusan yang lain) dengan sungguh-sungguh, hanya 
kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap” 
(QS. Al Insyirah, 6-8) 
 
 
 
“Everything will come to those who keep trying with 
determination and patience” 
(Edison) 
 
 
“Perlakuanlah setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa 
hormat meski mereka berlaku buruk terhadapmu. Ingatlah 
bahwa kamu menunjukkan penghargaan kepada orang lain 
bukan karena siapa mereka tetapi siapakah diri kamu” 
(Andrew T. Somers) 
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 ABSTRAK 
 
WAHYU UTAMI. D0114104. Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar di 
Pasar Singosaren Surakarta. Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Negara. 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 2018. 141 
Halaman. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi serta 
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan e-retribusi di pasar Singosaren. 
Penelitian ini menggunakan teori Jones untuk mengetahui proses implementasi 
kebijakan e-retribusi pasar, serta teori George Edward untuk mengetahui faktor 
yang mempengaruhinya.  
 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di 
pasar Singosaren. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 
dan snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi 
terstruktur dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. 
Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.   
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan e-
retribusi pasar di pasar Singosaren dilakukan melalui 3 tahapan:  
pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Dalam tahap pengorganisasian, telah 
dilakukan kegiatan penentuan implementor dan sarana prasarana penunjang 
kebijakan. Dalam tahap interpretasi, telah dilakukan sosialisasi kepada paguyuban 
pedagang dan pedagang pasar. Dalam tahap aplikasi telah dilakukan beberapa 
aktivitas; pembuatan rekening, pembayaran pada mesin tapping, top up kartu, dan 
monitoring. Faktor yang mendukung maupun mengahambat: 1) Komunikasi 
terjalin dengan baik antarimplementor maupun implementor-kelompok sasaran. 2) 
Sumberdaya yang mendukung: anggaran dan sumber daya manusia; sumberdaya 
yang menghambat: kartu e-retribusi yang tidak terdeteksi pada mesin karena 
proses balik nama kepemilikan kios dan mesin tapping yang sering error. 3) Sikap 
pelaksana menghambat pelaksanaan karena kurang tegas terhadap pedagang yang 
menunggak membayar retribusi pasar. 4) Struktur birokrasi menjadi pendukung 
karena telah ada SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Saran yang dapat 
diberikan: 1) aparat pelaksana harus mempertegas sikap dan memberikan sanksi 
kepada pedagang yang menunggak membayar retribusi pasar, 2) mempersiapkan 
secara lebih matang segala sesuatu terkait pelaksanaan kebijakan e-retribusi pasar.  
 
Kata Kunci: implementasi kebijakan, e-retribusi pasar, pasar singosaren 
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 ABSTRACT 
 
WAHYU UTAMI. D0114104. Implementation of Market E-Retribution Policy 
at Singosaren Market Surakarta. Bachelor Thesis. Department of Public 
Administration. Faculty of Social and Political Science. Sebelas Maret 
University. 2018. 141 Pages. 
 This study aims to find out how the implementation of market e-
retribution policy and the factors that influence it in Singosaren market. This 
research uses Jones theory to know the process of implementation of market e-
retribution policy, and also George Edward theory to know the factors that 
influence it.  
 This research is descriptive qualitative research taken place in 
Singosaren market. Samples of the research were taken by using purposive 
sampling and snowball sampling. The data was collected by semi-structured 
interviews and documentation. The data validation was done by using data 
triangulation. Data analysis techniques use interactive analysis model. 
 The results of this study indicate that, implementation of market e-
retribution policy in Singosaren market is done through 3 stages: organizing, 
interpretation, and application. In the stage of organizing, has been done activities 
determination of facilities and supporting facilities policy. In the interpretation 
stage, socialization has been conducted for traders and market traders. In the 
application process has done some activities: account creation, payments on the 
machine, top-up cards, and monitoring. Factors that support or inhibit: 1) 
Communication is well established between the implementer and the target group 
implementor. 2) Supporting resources: Budget and human resources; inhibiting 
source: an undetectable e-retribution card on the machine because of transfer title 
document of kios and tapping machine that oftentimes error. 3) The attitude of the 
implementors become barriers to the implementation because of irresolute 
implementors towards the merchant with unpaid retribution. 4) The bureaucratic 
structure becomes a factor that support the implementation because there has been 
a SOP as a guide for the implementators to do their job. Suggestions to be given: 
1) the implementators must reinforce the attitude and give sanction to the 
merchant who is delinquent to pay market retribution, 2) prepare more maturely 
everything related to the implementation of market e-retribution policy. 
 
Keywords: policy implementation, market e-retribution, singosaren market 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Adanya kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi manusia 
dalam memperoleh informasi secara lebih cepat. Bahkan saat ini teknologi 
mulai digunakan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang 
pelayanan pemerintahan kepada publik atau sering dikenal dengan e-
government. E-government itu sendiri merupakan penggunaan internet 
untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik 
agar menjadi lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat 
(Akadun, 2009). Melalui e-government, pemerintah dapat meningkatkan 
pelayanannya kepada masyarakat, meningkatkan interaksi bisnis, 
memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memberikan kebebasan akses 
informasi bagi individu (Khansari, et al., 2016). 
Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang 
lebih baik tersebut, dibuktikan melalui dikeluarkannya Instruksi Presiden 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 
Nasional Pengembangan E-Government. Pengembangan e-government 
merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan 
kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan 
kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pada instruksi tersebut 
dijelaskan bahwa, pemerintah harus segera melaksanakan implementasi e-
government agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi 
1 
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untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi, terciptanya transparansi, serta 
memudahkan pengaksesan informasi bagi instansi-instansi pemerintah 
dengan sistem yang terintegerasi sehingga seluruh elemen baik negara, 
masyarakat, maupun dunia dapat memanfaatkan informasi dan layanan 
pemerintah kapanpun dan dimanapun. 
Semenjak dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut, telah banyak 
instansi pemerintah pusat dan daerah yang berinisiatif mengembangkan 
pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi. Hal ini 
dibuktikan melalui data dari Departemen Komunikasi dan Informasi 
(2013) yang menunjukkan hingga akhir tahun 2013, Indonesia memiliki 
1128 domain go.id, 590 situs pemerintah pusat dan daerah, 452 situs telah 
mulai memberikan pelayanan publik melalui website, dan 396 situs 
pemerintah daerah masih dikelola secara aktif. Data-data tersebut 
membuktikan bahwa baik pemerintah pusat maupun daerah berupaya 
untuk meningkatkan keterbukaan atas informasi publik.  
Melalui Instruksi Presiden tersebut pula, hampir seluruh daerah di 
Indonesia saling berlomba untuk memajukan daerahnya dan memunculkan 
adanya sebuah gagasan mengenai smart city. Smart City merupakan 
sebuah konsep tentang tatanan kota cerdas yang dapat memudahkan 
masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan secara cepat. 
Smart City tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para warga 
negara dan tuntutan di tingkat lokal, tetapi juga untuk mencapai tahap baru 
dalam pengembangan e-government seperti integrasi layanan, 
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interaktivitas warga negara dan transformasi kota (Nograšek & Vintar, 
2014).  
Salah satu bentuk pengembangan smart city adalah kampanye 
tentang Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dilakukan Bank 
Indonesia (BI) dan Pemerintah. GNNT resmi dicanangkan Bank Indonesia 
sejak 14 Agustus 2014 dengan penandatanganan Nota Kesepahaman 
antara Bank Indonesia dengan Kemenko Bidang Perekonomian, 
Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Daerah sebagai komitmen 
mendukung GNNT. Dengan adanya GNNT diharapkan dapat 
meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga 
pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non tunai (Less Cash 
Society/LCS) dalam transaksi keuangan mereka sehingga menjadi lebih 
mudah, aman dan efisien. Untuk itu Bank Indonesia bersama perbankan 
sebagai pemain utama dalam penyediaan layanan sistem pembayaran 
kepada masyarakat perlu memiliki komitmen yang sama untuk mendorong 
penggunaan transaksi non tunai oleh mayarakat dalam mewujudkan LCS.  
Bentuk nyata dari GNNT tersebut adalah adanya Kartu Elektronik 
(dikenal sebagai smart card).  Kartu ini memiliki pengenal terenkripsi unik 
yang memungkinkan pemiliknya untuk login ke berbagai layanan yang 
disediakan pemerintah (atau e-services) tanpa menyiapkan beberapa akun 
(Utomo & Hariadi, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Belanche 
et al. (2015) menunjukkan bahwa penggunaan kartu pintar merupakan 
suatu keberhasilan bagi administrasi publik dalam memberikan pelayanan 
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terhadap permintaan dan tuntutan dari masyarakat (Belanche-Gracia, et al., 
2015). Oleh karena itu, keberhasilan penggunaan smatrcard dalam 
memberikan pelayanan publik dijadikan sebagai salah satu langkah oleh 
beberapa daerah dalam mewujudkan konsep smart city. Salah satu daerah 
yang turut mengembangkan konsep smart city adalah Kota Surakarta.  
Kota Surakarta menjadi salah satu dari 15 kabupaten/kota, serta 
provinsi di Indonesia yang mendapatkan penghargaan Rating Kota Cerdas 
Indonesia 2017 dari Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas (APIC) Institut 
Teknologi Bandung (ITB) untuk 4 kategori sekaligus, yaitu Ekosistem 
Teknologi Finansial, Ekosistem Kompetitif, Kesiapan Infrastruktur, dan 
Rating Sosial Cerdas (Septiyaning, 2017). Pemerintah Kota Surakarta 
menggunakan smartcard sebagai salah satu langkah untuk 
mengembangkan smart city Surakarta, yaitu dengan dikeluarkannya Surat 
Keputusan Walikota Surakarta Nomor 974/65.2/1/2016 Tentang 
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan Secara Elektronik. Pembayaran 
retribusi pasar secara elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas dalam pemungutan dan pembayaran retribusi pasar 
di kota Surakarta. Retribusi pasar menjadi salah satu komponen dari 
retribusi daerah, dimana retribusi daerah itu sendiri merupakan salah satu 
sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. Hal 
ini dapat dibuktikan melalui tabel berikut: 
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Tabel 1.1  
Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta 
Tahun Anggaran 2015-2016 
Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 
2015 2016 
Pajak Daerah Rp. 215.484.243.000 Rp. 227.709.794.000 
Retribusi Daerah Rp.   56.512.678.000 Rp.   59.012.286.000 
Hasil pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 
Rp.     7.629.533.000 Rp.     7.638.813.000 
Lain lain Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah 
Rp.   61.907.483.000 Rp.   78.218.688.000 
(Sumber: APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015-2016) 
Dari tabel diatas, retribusi pasar memiliki kontribusi yang cukup 
besar bagi retribusi daerah, hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut: 
 Tabel 1.2 
Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah 
Tahun Anggaran 2015-2016 
Tahun 
Anggaran 
Retribusi Pasar Retribusi Daerah Prosentase 
2015 Rp. 13.417.699.076 Rp.   56.512.678.000 23,74% 
2016 Rp. 15.050.880.870 Rp.   59.012.286.000 25,50% 
(Sumber: APBD Kota Surakarta TA 2015-2016 yang telah diolah) 
  Kontribusi retribusi pasar yang cukup besar bagi retribusi daerah 
Kota Surakarta juga didukung oleh banyaknya jumlah pasar tradisional 
yang ada di Surakarta. Bedasarkan data dari Dinas Perdagangan Kota 
Surakarta, terdapat 44 pasar tradisional yang ada di Kota Surakarta, antara 
lain: 
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Tabel 1.3 
 Pasar Tradisional di Kota Surakarta 
No Nama Pasar Kelas 
Pasar 
No Nama Pasar Kelas 
Pasar 
1 Gede IA 23 Cinderamata IIA 
2 Legi IA 24 Gading IIA 
3 Nusukan IA 25 Bangunharjo IIA 
4 Nongko IA 26 Sibela 
Mojosongo 
IIA 
5 Singosaren IA 27 Jebres IIB 
6 Klewer IA 28 Mebel IIB 
7 Pasar Burung dan 
Ikan Hias Depok 
IB 29 Triwindu IIB 
8 Jongke IB 30 Kembang IIB 
9 Harjodaksino IB 31 Kabangan IIB 
10 Klithikan 
Notoharjo 
IB 32 Penumping IIB 
11 Ngudi Rejeki 
Gilingan 
IB 33 Kliwon IIB 
12 Tanggul IB 34 Ayam IIB 
13 Rejosari IIA 35 Elpabes IIIA 
14 Ledoksari IIA 36 Buah Jurug IIIA 
15 Mojosongo IIA 37 Tunggulsari IIIA 
16 Panggungrejo IIA 38 Ngemplak IIIA 
17 Pucangsawit IIA 39 Sangkrah IIIA 
18 Ayu Balapan IIA 40 Sidomulyo IIIA 
19 Ngarsopuro IIA 41 Ngumbul IIIB 
20 Kadipolo IIA 42 Joglo IIIB 
21 Purwosari IIA 43 Bambu IIIB 
22 Sidodadi IIA 44 Besi Tua IIIB 
(Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta) 
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Pada awalnya, pembayaran retribusi pasar dilakukan secara 
manual, yaitu seperti yang termuat dalam Peraturan Walikota Surakarta 
Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Retribusi 
Pasar. Pembayaran retribusi pasar dilakukan dengan cara petugas penarik 
retribusi berjalan berkeliling pasar untuk menarik retribusi dari pedagang 
dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) maupun 
dokumen lain yang dipersamakan, dalam hal ini adalah karcis/kartu 
sebagai bukti pembayaran yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas 
atau pihak lain yang ditunjuk, kemudian petugas penarik retribusi  
menyetorkannya ke Kas Daerah dalam waktu 1x24 jam. Namun dalam 
kenyatannya, penarikan retribusi secara manual ini dinilai kurang efektif, 
pasalnya penghitungan dalam penetapan jumlah retribusi dilakukan secara 
manual oleh petugas sehingga rawan sekali dengan kesalahan dan 
memungkinkan terjadinya kebocoran keuangan karena dalam bentuk tunai.  
Pembayaran retribusi secara manual ini juga dinilai kurang efisien 
dari sisi biaya dan tenaga, karena karcis sebagai bukti pembayaran 
retribusi harus dicetak dalam jumlah yang cukup banyak mengingat 
banyaknya jumlah pasar tradisional yang ada di kota Surakarta, serta 
dalam pembuatannya pun minimal harus memuat nomor seri/nomor urut, 
dasar hukum, logo Pemerintah Surakarta, nama Dinas, dan nominal tarif 
retribusi. Selain itu, minimnya kontrol terhadap penerimaan retribusi 
pasar, hal ini dikarenakan proses collecting yang lama dan sifatnya yang 
 
 
8 
 
manual, jadi harus menunggu laporan dari para petugas penarik retribusi 
berapa jumlah retribusi yang diterima (Febrian, 2017). 
Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, melalui 
pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan 
proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan 
pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi 
tersebut mencakup 2 aktivitas yang berkaitan yaitu: (1) pengolahan data, 
pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara 
elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan 
publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh 
wilayah negara. Oleh karena itu, melaui kebijakan e-retribusi ini, 
Pemerintah Kota Surakarta telah turut serta dalam melakukan 
pengembangan e-government di Indonesia yaitu melalui pemanfaatan 
kemajuan teknologi dan informasi dalam meningkatkan pelayanan 
pemungutan retribusi pasar.  
Kebijakan e-retribusi ini dinilai memudahkan pedagang dalam 
membayar retribusi pasar. Pedagang hanya perlu menempelkan kartu atau 
e-money ke mesin scan yang sudah disediakan oleh pihak Dinas 
Perdagangan. E-money tersebut didapat setelah pedagang melakukan 
pendaftaran atau permohonan untuk membuka rekening di bank yang 
bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Setelah di 
tapping, mesin sudah dapat mendeteksi identitas dari para pedagang 
pemilik kartu dan dalam mesin tersebut sudah ditampilakan berapa 
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tanggungan retribusi pedagang yang harus dibayar kemudian pembayaran 
dilakukan dimesin itu juga dengan memotong saldo dari e-money yang 
dimiliki oleh pedagang.  
Adanya kebijakan e-retribusi ini, dapat menyelesaikan 
permasalahan yang selama ini terjadi dalam pengelolan retribusi secara 
manual karena dinilai lebih efektif dan efisien. Pembayaran retribusi pasar 
dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, karena pembayaran tidak 
dilakukan dengan uang tunai, sehingga petugas juga tidak direpotkan 
dengan uang recehan. Petugas penarik retribusi, yang awalnya 
membutuhkan lima orang petugas kini cukup tiga petugas. Kebijakan e-
retribusi pasar ini juga dapat meminimalisisr adanya kebocoran keuangan, 
hal ini dikarenakan sifatnya yang dapat diakses oleh semua orang, 
sehingga pihak-pihak yang berwenang dan pihak-pihak yang 
berkepentingan dapat mengetahui banyaknya jumlah retribusi pasar yang 
masuk tiap harinya.  
Selain itu, dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Perdagangan 
dengan Bank terkait, disebutkan bahwa bukti transaksi adalah bukti 
pembayaran retribusi melalui layanan fasilitas perbankan, artinya Dinas 
Perdagangan tidak perlu lagi mencetak karcis sebagai bukti pembayaran 
retribusi melainkan sudah disediakan oleh bank yang menjalin kerjasama 
dengan Dinas Perdagangan. Dalam perjanjian tersebut juga telah 
disebutkan bahwa pihak bank memberikan fasilitas Cash Management 
System (CSM), yaitu salah satu layanan pengelolaan keuangan yang 
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ditujukan untuk nasabah non-perorangan (instansi/perusahaan/lembaga) 
dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan 
keuangannya langsung melalui fasilitas online. Sehingga banyaknya 
jumlah retribusi pasar yang masuk tiap harinya dapat dikelola secara 
langsung oleh Dinas Perdagangan.  
Kebijakan e-retribusi pasar akan diberlakukan diseluruh pasar 
tradisional Kota Surakarta. Di Jawa Tengah, kota Surakarta merupakan 
kota pertama yang menerapkan sistem pembayaran retribusi secara 
elektronik. Dalam kebijakan ini, Dinas Perdagangan menjalin kerjasama 
dengan beberapa bank, antara lain adalah Bank Jateng, Bank BTN, dan 
Bank BNI 1946. Kebijakan e-retribusi itu sendiri mulai diterapkan pada 
bulan September 2016. Pada akhir tahun 2016, tercatat sebanyak 4 pasar 
telah menerapkan kebijakan e-retribusi, antara lain pasar Depok, pasar 
Singosaren, pasar Ngudi Rejeki Gilingan, dan pasar Gede. Kemudian pada 
pertengahan tahun 2017, kebijakan e-retribusi telah diterapkan di pasar 
Klewer, pasar Tanggul, pasar Gading, pasar Bangunharjo, dan pasar Sibela 
Mojosongo. Sedangkan pada akhir tahun 2017 kebijakan e-retribusi telah 
diterapkan di pasar Sidodadi, pasar Elpabes, pasar Nongko, dan pasar 
Kembang.  
Dalam penelitian ini hanya akan difokuskan pada pelaksanaan 
kebijakan e-retribusi di pasar Singosaren saja, hal ini dikarenakan pasar 
Singosaren menjadi pasar pertama yang menjadi uji coba penerapan 
kebijakan e-retribusi karena dianggap lebih siap, baik dari segi 
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administrasi, pedagang, maupun teknik pelaksanaannya. Pasar Singosaren 
merupakan pasar tradisional yang ada di kota Surakarta yang berlokasi di 
Jl. Gatot Subroto-Serengan dan memiliki luas bangunan 4.900 m2. Pasar 
Singosaren memiliki 254 kios dan 18 dasaran. Pasar Singosaren terdiri dari 
4 lantai, yaitu lantai dasar yang digunakan untuk perkiosan dan pedagang 
kaki lima, lantai 1 dan 2 digunakan untuk Matahari Departement Store, 
dan lantai 3 untuk area parkir. Adapun jenis dagangan yang dijual di pasar 
Singosaren antara lain peralatan elektronik mulai dari handphone lengkap 
dengan berbagai macam aksesorisnya mulai dari SIMcard, casing, 
adaptor, dll; VCD dan VCD player; walkman; kaset. Selain itu juga dijual 
berbagai macam jenis makanan berupa kue, makanan cepat saji (seperti 
KFC, CFC), mie, ice cream, dsb. Alat-alat kosmetik seperti lipstik, bedak, 
dll. Sedang di pasar tradisionalnya kita dapat menemukan berbagai macam 
kebutuhan pokok seperti minyak, beras, sayur mayur, daging, ikan laut, 
mie instan, susu kaleng, kecap, dan kebutuhan dapur lainnya. Selain itu, 
pasar Singosaren juga menjadi penyumbang pendapatan pasar paling besar 
dibandingkan pasar tradisional yang lain yang ada di Kota Surakarta. Hal 
ini dapat dibuktikan melalui Realisasi Pendapatan Pasar yang diperoleh 
dari Dinas Perdagangan Kota Surakarta sebagai berikut: 
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Tabel 1.4 
Realisasi Pendapatan Pasar Tradisional Kota Surakarta 
Dinas Perdagangan Kota Surakarta 
Tahun 2015-2016 
No Nama Pasar Realisasi Pendapatan Pasar 
2015 2016 
1 Pasar Singosaren 4.466.436.760 3.562.134.237 
2 Pasar Legi 1.669.529.875  1.760.934.930 
3 Pasar Notoharjo 644.114.913 703.465.495 
4 Pasar Gede 583.387.425 717.281.010 
5 Pasar Harjodaksino 430.951.760 498.344.800 
6 Pasar Klewer 402.442.210 697.377.630 
7 Pasar Jongke 401.575.830 461.714.010 
8 Pasar Nusukan 380.412.750 424.172.810 
9 Pasar Depok 320.519.540 376.075.220 
10 Pasar Ayam 199.085.145 199.645.440 
  (Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta) 
Di pasar Singosaren terdapat dua sistem pembayaran pelayanan 
retribusi pasar, yaitu secara manual dan secara elektronik. Pembayaran 
pelayanan retribusi pasar secara elektronik hanya diterapkan bagi 
pedagang-pedagang yang memiliki SHP, sedagangkan untuk pembayaran 
retribusi secara manual diterapkan bagi pedagang dasaran/pelataran. Hal 
ini dikarenakan keberadaan pedagang dasaran/pelataran tidak menetap 
sehingga tidak bisa diberlakukan e-retribusi. 
Namun dalam kenyataannya, meskipun Pemerintah Kota Surakarta 
sudah turut serta melaksanakan pengembangan e-government dengan 
menerapkan cara pembayaran retribusi secara elektronik yang dinilai lebih 
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efektif dan efisien, pelaksanaan kebijakan e-retribusi di pasar Singosaren 
masih ada beberapa kelemahan, seperti masih ada pedagang yang belum 
memiliki kartu e-retribusi. Setelah satu bulan kebijakan tersebut 
dilaksanakan, jumlah pedagang yang ikut berpartisipasi masih sangat 
sedikit, dan tidak mencapai 50% dari jumlah total pedagang yang ada 
(Putra, 2016). Bahkan, hampir satu tahun penerapan kebijakan e-retribusi 
di pasar Singosaren, dari 254 pedagang yang seharusnya sudah 
menggunakan kartu e-retribusi, masih ada pedagang yang belum 
menggunakan kartu e-retribusi, yaitu sebanyak 23 pedagang. Oleh karena 
mereka tidak memiliki kartu e-retribusi, maka secara administrasi mereka 
dianggap tidak membayar retribusi pasar dan dikenai denda sebesar 2%. 
Akibatnya, realisasi penerimaan retribusi pasar Singosaren selama 
penerapan kebijakan e-retribusi pasar masih memiliki tunggakan-
tunggakan. Hal ini dapat dibuktikan melalui data yang diperoleh dari 
Dinas Perdagangan Kota Surakarta sebagai berikut: 
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Tabel 1.5 
Laporan Realisasi Penerimaan E-Retribusi  
Pasar Singosaren Surakarta 
No Tahun Periode Target Penerimaan Prosenta
se 
Tunggakan 
1 2016 10 52.180.280 48.165.640 92,31 4.014.640 
2 2016 11 52.180.280 48.053.400 92,09 4.126.880 
3 2016 12 52.180.280 48.412.360 92,78 3.767.920 
4 2017 01 52.180.280 46.160.740 88,46 6.019.540 
5 2017 02 52.180.280 40.791.460 78,17 11.388.820 
6 2017 03 52.180.280 49.866.530 95,57 2.313.750 
7 2017 04 52.180.280 47.323.120 90,69 4.857.160 
8 2017 05 52.180.280 47.118.560 90,30 5.061.720 
9 2017 06 52.180.280 24.874.810 47,67 27.305.470 
(Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta) 
  
 Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan meneliti tentang 
bagaimana implementasi kebijakan e-retribusi di pasar Singosaren serta 
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. 
Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang cukup penting dalam 
siklus kebijakan publik dan mendapat perhatian lebih dari aktor-aktor 
publik. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kesenjangan antara rencana 
tertulis dengan implementasinya di lapangan. Bahkan banyak peneliti yang 
 
 
15 
 
menemukan bahwa dari konsep-konsep perencanaan, rata-rata konsistensi 
implementasi antara 10-20% (Nugroho, 2009).  
 Penelitian ini menjadi penting mengingat manfaat dari adanya e-
government adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah 
agar lebih efektif dan efisien, begitu pula dengan kebijakan e-retribusi. 
Adanya e-retribusi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan 
retribusi pasar menjadi lebih efektif dan efisien, namun dalam 
kenyataannya masih ada yang belum menerapkan kebijakan tersebut. Oleh 
karena itu, melalui output yang dihasilkan nanti, yaitu setelah diketahui 
bagaimana dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi, dapat diketahui 
solusi untuk kedepannya dalam menerapkan kebijakan e-retribusi baik di 
pasar Singosaren maupun pasar tradsional yang lain, sehingga tidak akan 
terjadi lagi permasalahan seperti yang terjadi di pasar Singosaren. 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang 
diambil adalah: 
1. Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan e-retribusi di pasar 
Singosaren Kota Surakarta? 
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan e-
retribusi di pasar Singosaren Kota Surakarta? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan e-retribusi di pasar 
Singosaren di Kota Surakarta. 
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2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
kebijakan  e-retribusi di pasar Singosaren Kota Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat, baik secara 
teoritis maupun secara praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 
menambah kepustakaan serta dapat digunakan sebagai referensi dalam 
penelitian dan analisis yang sejenis. Penelitian ini juga dapat 
menambah wawasan mengenai implementasi kebijakan e-retribusi 
pasar tradisional Kota Surakarta 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
masukan bagi Pemerintah Kota Surakarta khususnya bagi Dinas 
Perdagangan berupa saran-saran untuk digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam pelaksanaan program e-retribusi di pasar 
tradisional yang lain di Kota Surakarta. 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kajian Penelitian Terdahulu 
 Berikut ini merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang 
menurut peneliti cukup relevan dengan penelitian yang akan dilakukan: 
A.1 Penelitian yang dilakukaan oleh Silagrecia Jiwan dan Sutopo JK 
(Jurnal Komunikasi Massa, Edisi 2017, Vol 1, 1-13) dengan judul 
“Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Surakarta dalam Sosialisasi 
E-Retribusi Pasar”. Dalam penelitian ini mengkaji tentang 
bagaimana strategi komunikasi Pemerintah Kota Surakarta dalam 
sosialisasi kebijakan e-retribusi. Tahapan strategi komunikasi yang 
dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam 
mensosialisasikan program e-Retribusi antara lain adalah tahapan 
mengenal khalayak, tahap menyusun pesan, tahap menentukan 
metode, tahap seleksi penggunaan media, tahap evaluasi dan 
monitoring. 
A.2. Penelitian yang dilakukan oleh Okki C Ambarwati dan Noni S 
Kusuma (International Conference on Information Management and 
Technology (ICIMTech) 2017, 284-287). dengan judul penelitian 
“Traditional Market Sellers Acceptance of Electronic Government 
System (Case Study of Electronic-Rertribution Application in 
Surakarta, Indonesia). Penelitian tersebut bertujuan untuk 
17 
 
18 
 
mengetahui bagaimana penerimaan sistem e-retribusi oleh para 
pedagang pasar dengan menggunakan teori Technology Acceptance 
Meodel (TAM). Hasil penelitian tersebut adalah para pedagang mau 
menggunakan kartu e-retribusi karena manfaat dan kemudahannya, 
namun intensitas mereka untuk menggunakan sistem e-retribusi 
masih rendah.  
A.3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Pradipta dan Dyah Hariani 
(Indonesian Journal of Public Policy and Management Review, Vol 
6(2) 2017, 1-10) dengan judul penelitian “Efektivitas Program 
Terminal Parkir Elektronik (TPE) di DKI Jakarta (Studi Kasus Jalan 
H. Agus Salim Atau Jalan Sabang Jakarta Pusat)”. Penelitian 
tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas program 
Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Jalan H. Agus Salim dengan 
menggunakan teori menurut Siagian, Sutrisno, dan Budiani sebagai 
indikator  penilaian. Indikator tersebut antara lain pemahaman 
program, sosialisasi program, tujuan program, perubahan nyata, dan 
sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Hasil 
dari penelitian tersebut adalah efektivitas program TPE dinilai masih 
belum efektif. Hal ini dikarenakan dari 5 alat ukur efektivitas 
program yang digunakan, hanya 3 alat ukur yang dapat dikatakan 
efektif, dan 2 alat ukur lain dikatakan belum efektif. Kedua alat ukur 
tersebut adalah sosialisasi program yang belum optimal dan tujuan 
program yang dapat dilihat dari belum banyak masyarakat yang 
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sadar terkait pembayaran parkir pada mesin TPE dengan 
menggunakan kartu uang elektronik dan masih ada pembayaran 
menggunakan uang tunai. 
A.4. Penelitian yang dilakukan oleh Sofia Murtiani, Imam Much Ibnu 
Subroto, dan Dedy Kurniadi (Jurnal Transistor Elektro dan 
Informatika (TRANSISTOR EI)Vol 1(1) 2016, 47~59) dengan judul 
penelitian “Sistem Informasi Retribusi Pedagang Pasar Kabupaten 
Semarang”. Penelitian tersebut merupakan pengembangan dari 
penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sistem 
informasi retribusi pasar. Penelitian tersebut bertujuan untuk 
menjelaskan bagaimana perancangan dan pembangunan Sistem 
Informasi Pengelolaan data pasar khususnya pemasukan dana 
retribusi dari pedagang. Hasil dari penelitian tersebut adalah 
terbentuknya sebuah sistem yang dapat memudahkan pegawai pasar 
dalam menginput dana pemasukan retribusi pasar dari para 
pedagang, mengetahui siapa saja pedagang yang sudah membayar 
retribusi maupun yang belum, serta penyetoran dana, tunggakan 
hutang piutang retribusi dengan pedagang melalui Sistem Informasi 
Pemasukan Dana Retribusi Pedagang menjadi lebih mudah yaitu 
melalui evaluasi secara langsung dari Dinas terkait. 
A.5. Penelitian yang dilakukan oleh Kirana Widyastuti, Putu Wuri 
Handayani, Ave Adrianan Pinem, dan Iik Wilarso (Journal of 
Engineering and  Applied Science, Vol  12(12) 2017, 3281-3285) 
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dengan judul penelitian “E-Money Implementation Barriers and 
Challenges: A Case of Indonesian Interbank Network 
Company”. Penelitian tersebut membahas tentang faktor faktor yang 
menjadi penghambat dalam penerapan Mandiri e-money (e-money 
M). Penelitian tersebut menggunakan 6 indikator untuk mengetahui 
faktor-faktor yang menjadi penghambat, yaitu penerimaan pengguna, 
keamanan, infrastruktur, sosial-budaya, kenyamanan pengguna, dan 
preferensi pengguna. Selain itu penelitian tersebut juga melakukan 
wawancara dengan tim pengembangan dan pengguna e-money M. 
Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa  preferensi pengguna 
menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan e-money M. 
Sedangkan untuk hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh 
informasi bahwa alasan kecenderungan kurangnya pengguna dalam 
memilih e-money M adalah terbatasnya pedagang, metode akses, dan 
saluran transaksi. 
A.6. Penelitian yang dilakukan oleh Wendi Ming, Siong Choy Chong, 
Binshan Lin, dan Jiat Wei Chua (Internet Research, Vol 23(4) 2013, 
465-485) dengan judul penelitian “Factors Affecting Consumes’ 
Perception of Electronic Payment: An Empiric Analysis”. Penelitian 
tersebut mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 
konsumen di negara Malaysia dalam menggunakan e-payment. Hasil 
dari penelitian tersebut adalah keuntungan, kemudahan penggunaan, 
efikasi diri, menjadi faktor yang paling signifikan dalam persepsi 
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konsumen untuk menggunakan e-payment, sedangkan kepercayaan 
dan keamanan  memiliki pengaruh yang kecil (kurang berpengaruh) 
bagi persepsi konsumen dalam menggunakan e-payment.  
Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 
No Judul Penelitian 
dan Penulis  
Jenis dan 
Metode 
Penelitian 
Isian singkat Persamaan dan Perbedaan 
1 Strategi 
Komunikasi 
Pemerintah Kota 
Surakarta dalam 
Sosialisasi E-
Retribusi Pasar, 
oleh Silagrecia 
Jiwan dan 
Sutopo JK 
(Jurnal 
Komunikasi 
Massa, Edisi 
2017, Vol 1, 1-
13). 
Jenis 
Penelitian: 
Deskriptif 
Kualitatif 
Metode: 
Wawancara  
Penelitian ini mengkaji 
tentang strategi 
komunikasi yang 
dilakukan oleh Dinas 
Pengelolaan Pasar Kota 
Surakarta dalam 
melakukan  sosialisasi e-
retribusi kepada pedagang 
pasar. Tahapan strategi 
komunikasi yang 
dilakukan Dinas 
Pengelolaan Pasar Kota 
Surakarta dalam 
mensosialisasikan program 
e-Retribusi antara lain 
adalah tahapan mengenal 
khalayak, tahap menyusun 
pesan, tahap menentukan 
metode, tahap seleksi 
penggunaan media, tahap 
evaluasi dan monitoring.  
- Penelitian tersebut 
memiliki keterkaitan 
dengan penelitian yang 
telah dilakukan yaitu 
sama-sama mengkaji 
tentang kebijakan e-
retribusi pasar di pasar 
tradisional kota 
Surakarta. 
- Perbedaannya adalah 
penelitian tersebut 
menganalisis tentang 
strategi komunikasi yang 
dilakukan oleh 
Pemerintah Kota 
Surakarta dalam 
sosialisasi e-retribusi, 
sedangkan penelitaian 
yang telah dilakukan 
merupakan tindak lanjut 
dari penelitan tersebut, 
yaitu tentang bagaimana 
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kebijakan e-retribusi 
tersebut diterapkan. 
2 Traditional 
Market Sellers 
Acceptance of 
Electronic 
Government 
System (Case 
Study of 
Electronic-
Rertribution 
Application in 
Surakarta, 
Indonesia) oleh 
Okki C 
Ambarwati dan 
Noni S Kusuma 
(International 
Conference on 
Information 
Management 
and Technology 
(ICIMTech) 
2017, 284-287). 
Jenis 
Penelitian: 
Kuantitatif 
Metode 
Penelitian: 
Kuesioner 
Penelitian tersebut 
bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana 
penerimaan sistem e-
retribusi oleh para 
pedagang pasar dengan 
menggunakan teori 
Technology Acceptance 
Model (TAM). Hasil 
penelitian tersebut adalah 
para pedagang pasar mau 
menggunakan kartu e-
retribusi karena manfaat 
dan kemudahannya, 
namun intensitas mereka 
untuk menggunakan 
sistem e-retribusi masih 
rendah.  
- Penelitian tersebut 
memiliki kesamaan 
dengan penelitian yang 
telah dilakukan, yaitu 
sama-sama mengkaji 
tentang kebijakan e-
retribusi pasar di pasar 
tradisional kota Surakarta 
- Perbedaan penelitian 
yang telah dilakukan 
dengan penelitian 
tersebut antara lain:  
a.  Penggunaan metode 
penelitian yang 
berbeda, yaitu 
kuantitatif dan 
kualitatif 
b.  Fokus penelitian yang 
berbeda. Penelitian 
tersebut meneliti 
tentang tingkat 
penerimaan sistem e-
retribusi oleh para 
pedagang pasar 
sedangkan dalam 
penelitian ini adalah 
penerapan kebijakan e-
retribusi yang 
dilaksanakan oleh 
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Dinas Perdagangan 
serta pihak-pihak 
terkait. 
c.  Lokasi penelitian 
yang berbeda. 
Penelitian tersebut 
dilakukan di pasar 
Depok sedangkan 
penelitian yang telah 
dilakukan adalah di 
pasar Singosaren 
3 Efektivitas 
Program 
Terminal Parkir 
Elektronik 
(TPE) di DKI 
Jakarta (Studi 
Kasus Jalan H. 
Agus Salim 
Atau Jalan 
Sabang Jakarta 
Pusat) oleh 
Rizky Pradipta 
dan Dyah 
Hariani 
(Indonesian 
Journal of 
Public Policy 
and 
Management 
Review, Vol 
Jenis 
Penelitian: 
Deskriptif 
kualitatif 
Metode 
penelitian: 
wawancara, 
observasi, 
dokumentas
i 
Penelitian tersebut 
bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana 
efektivitas program 
Terminal Parkir Elektronik 
(TPE) di 
Jalan H. Agus Salim 
dengan menggunakan teori 
menurut Siagian, Sutrisno, 
dan Budiani sebagai 
indikator  
penilaian. Hasil dari 
penelitian tersebut adalah 
efektivitas program TPE 
dinilai masih belum 
efektif. Hal ini 
dikarenakan dari 5 alat 
ukur 
efektivitas program yang 
digunakan, hanya 
- Penelitian tersebut 
memiliki kesamaan 
dengan penelitian yang 
telah dilakukan, yaitu 
sama-sama mengkaji 
tentang pemanfaatan 
teknologi dalam bidang 
retribusi jasa pelayanan 
umum dan sama-sama 
bertujuan untuk 
mewujudkan 
transparansi penerimaan 
keuangan daerah 
- Perbedaannya adalah 
jenis retribusi yang 
digunakan. Penelitian 
tersebut membahas 
tentang retribusi parkir 
secara elektronik, 
sedangkan dalam 
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6(2) 2017, 1-
10). 
3 alat ukur yang dapat 
dikatakan efektif, dan 
2 alat ukur lain dikatakan 
belum efektif. Kedua alat 
ukur tersebut adalah 
sosialisasi program yang 
belum optimal dan tujuan 
program yang dapat dilihat 
dari belum banyak 
masyarakat yang sadar 
terkait pembayaran parkir 
pada mesin 
TPE dengan menggunakan 
kartu uang elektronik dan 
masih ada pembayaran 
menggunakan uang tunai. 
penelitian ini adalah 
tentang retribusi pasar 
secara elektronik 
 
4 Sistem 
Informasi 
Retribusi 
Pedagang Pasar 
Kabupaten 
Semarang 
Sofia Murtiani, 
Imam Much 
Ibnu Subroto, 
Dedy Kurniadi 
(Jurnal Transisto
r Elektro dan 
Informatika 
(TRANSISTOR 
EI) 
- Penelitian tersebut 
bertujuan untuk 
menjelaskan bagaimana 
perancangan dan 
pembangunan Sistem 
Informasi Pengelolaan 
data pasar khususnya 
pemasukan dana retribusi 
dari pedagang. Hasil dari 
penelitian tersebut adalah 
terbentuknya sebuah 
sistem yang dapat 
memudahkan pegawai 
pasar dalam menginput 
dana pemasukan retribusi 
- Persamaan dari penelitian 
tersebut dengan penelitian 
yang telah dilakukan 
adalah sama-sama 
memanfaatkan teknologi 
untuk keperluan retribusi 
pasar 
-  Beberapa perbedaan 
antara penelitian tersebut 
dengan penelitian yang 
telah dilakukan: 
a. Cara pemanfaatan 
teknologi yang berbeda. 
Penelitian tersebut 
memanfaatkan teknologi 
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Vol 1(1) 2016, 
47~59). 
pasar dari para pedagang, 
mengetahui siapa saja 
pedagang yang sudah 
membayar retribusi 
maupun yang belum, serta 
penyetoran 
dana, tunggakan hutang 
piutang retribusi dengan 
pedagang melalui Sistem 
Informasi Pemasukan 
Dana Retribusi Pedagang 
menjadi lebih mudah yaitu 
melalui evaluasi secara 
langsung dari 
Dinas terkait.  
untuk membuat sistem 
informasi pemasukan 
dana retribusi pasar 
sedangkan penelitian 
yang telah dilakukan 
adalah memanfaatkan 
teknologi untuk 
melakukan pembayaran 
retribusi pasar secara 
elektronik. 
b. Dalam penelitian 
tersebut,  sistem masih 
ditangani oleh pegawai 
pasar, sedangkan didalam 
penelitian ini, sistem 
sudah dilakukan secara 
mandiri oleh para 
pedagang pasar. 
c.  Meskipun sama-sama 
memanfaatkan teknologi 
untuk keperluan retribusi 
pasar, penelitian tersebut 
masih berupa tahap 
perencanaan (masih 
berupa rancangan) 
sedangkan dalam 
penelitian telah 
dilakukan sudah 
memasuki tahap 
pengimplementasian.  
5 E-Money Jenis Penelitian tersebut - Penelitian tersebut 
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Implementation 
Barriers and 
Challenges: A 
Case of 
Indonesian 
Interbank 
Network 
Company oleh 
Kirana 
Widyastuti, Putu 
Wuri 
Handayani, Ave 
Adrianan 
Pinem, dan Iik 
Wilarso (Journal 
of Engineering 
and  Applied 
Science, Vol  
12(12) 2017, 
3281-3285). 
Penelitian: 
Kualitatif 
dan 
Kuantitatif 
Metode 
Penelitian: 
wawancara 
dan 
kuesioner 
membahas tentang faktor 
faktor yang menjadi 
penghambat dalam 
penerapan Mandiri e-
money (e-money M). 
Penelitian tersebut 
menggunakan 6 indikator 
untuk mengetahui faktor-
faktor yang menjadi 
penghambat, yaitu 
penerimaan pengguna, 
keamanan, infrastruktur, 
sosial-budaya, 
kenyamanan pengguna, 
dan preferensi pengguna. 
Selain itu penelitian 
tersebut juga melakukan 
wawancara dengan tim 
pengembangan dan 
pengguna e-money M. 
Hasil penelitian tersebut 
menyatakan bahwa  
preferensi pengguna 
menjadi faktor utama yang 
menghambat pelaksanaan 
e-money M. Sedangkan 
untuk hasil wawancara 
yang telah dilakukan, 
diperoleh informasi bahwa 
alasan kecenderungan 
kurangnya pengguna 
memiliki kesamaan 
dengan penelitian yang 
telah dilakukan, yaitu 
sama-sama meneliti 
tentang implementasi e-
money di Indonesia. 
- Perbedannya antara lain: 
a.  Lingkup pemanfaatan 
e-money. Dalam 
penelitian tersebut e-
money diperuntukkan 
bagi mereka yang 
mempunyai akun di 
bank Mandiri, 
sedangkan dalam  
penelitian ini e-money 
diperuntukkan bagi 
pedagang pasar.  
b.  Penelitian tersebut 
hanya meneliti tentang 
faktor-faktor yang 
menjadi penghambat 
dari penerapan e-
money M sedangkan 
penelitian yang telah 
dilakukan membahas 
tentang faktor yang 
mendukung dan 
menghambat penerapan 
e-money (e-retribusi).  
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dalam memilih e-money 
M adalah terbatasnya 
pedagang, metode akses, 
dan saluran transaksi. 
6 Factors 
Affecting 
Consumes’ 
Perception of 
Electronic 
Payment: An 
Empiric 
Analysis oleh 
Wendi Ming, 
Siong Choy 
Chong, Binshan 
Lin, dan Jiat 
Wei Chua 
(Internet 
Research, Vol 
23(4) 2013, 465-
485). 
Jenis 
Pnelitian: 
Kuantitatif 
Metode 
penlitian: 
Kuesioner 
Penelitian tersbut 
bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
persepsi konsumen di 
negara Malaysia dalam 
menggunakan e-payment. 
Hasil dari penelitian 
tersebut adalah 
keuntungan, kemudahan 
penggunaan, efikasi diri, 
menjadi faktor yang paling 
signifikan dalam persepsi 
konsumen untuk 
menggunakan e-payment, 
sedangkan kepercayaan 
dan keamanan  memiliki 
pengaruh yang kecil 
(kurang berpengaruh) bagi 
persepsi konsumen dalam 
menggunakan e-payment.  
- Persamaan: Sama-sama 
meneliti tentang e-
payment di negara 
berkembang 
- Perbedaan: penelitian 
tersebut meneliti secara 
khusus tentang faktor 
yang mempengaruhi 
penggunaan e-payment 
dari sisi pengguna 
(konsumen), sedangkan 
penelitian yang telah 
dilakukan bersifat lebih 
umum, yaitu meneliti 
tentang faktor yang 
mempengaruhi 
pelaksanaan e-payment (e-
retribusi) dimana 
pendapat/sudut pandang 
dari pengguna termasuk 
dalam salah satu faktor 
yang mempengaruhi 
pelaksanaan e-payment, 
yaitu dukungan pubik. 
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B. Kajian Pustaka 
1. Kebijakan Publik 
 Pengertian kebijakan publik menurut James Anderson dalam Budi 
Winarno (2008: 18), kebijakan publik merupakan arah tindakan yang 
mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah 
aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 
2008). Sedangkan menurut Mas Roro Lilik (2009: 26), kebijakan 
publik merupakan suatu pernyataan yang luas meliputi cita-cita 
(goals), tujuan (objectives), dan cara yang diwujudkan dalam program 
aksi yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.  
Berdasarkan pengertian tersebut kebijakan publik mempunyai 
beberapa implikasi sebagai berikut: 
a. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya 
berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah 
b. Bahwa kebijaksanaan negara tidak cukup hanya dinyatakan, 
tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata 
c. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu, 
itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan 
tertentu 
d. Bahwa kebijaksanaan negara harus senantiasa ditunjukkan 
bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat (Lilik, 2009). 
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Pendapat lain juga dikemukakan oleh Arifin Tahir (2014:21-22), 
bahwa terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan pulik, 
antara lain: 
1. Tujuan/kegiatan yang berorientasi tujuan harus menjadi 
perhatian utama 
2. Kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah 
mengenai keputusan diskresinya secara terpisah 
3. Kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat 
4. Bentuk kebijakan publik dalam bentuknya yang positif 
didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan 
5. Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan 
masyarakat (Tahir, 2014).   
Menurut Leslie A. Pal dalam Joko Widodo (2009:12), kebijakan 
publik diartikan, “as a course of action or inaction chosen by public 
authotities to address a given problem or interrelated set of 
problems” “sebagai sebuah tindakan atau bukan tindakan pilihan 
otoritas publik dalam menangani masalah atau menyangkut penetapan 
masalah” (Widodo, 2009). Dengan kata lain kebijakan publik adalah 
keputusan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak. 
Dari berbagai pendapat mengenai kebijakan publik, maka penulis 
menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan 
pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dimana 
keputusan tersebut diwujudkan dalam program aksi dan memiliki 
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tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan publik serta 
keputusannya bersifat mengikat seluruh masyarakat. 
2. Implementasi Kebijakan 
 Menurut Riant Nugroho (2009: 494), tahapan implementasi 
kebijakan dalam proses kebijakan publik menjadi proses yang sangat 
penting dan mendapat perhatian lebih dari aktor-aktor kebijakan. Hal 
ini dikarenakan masih sering terjadi kesenjangan antara konsep atau 
rencana yang telah dibuat dengan implementasinya. Bahkan banyak 
peneliti yang menemukan bahwa dari konsep-konsep perencanaan, 
rata-rata konsistensi implementasi antara 10-20% (Nugroho, 2009). 
 Implementasi kebijakan sebagai salah satu tahapan yang ada dalam 
proses kebijakan publik merupakan tahapan yang cukup penting untuk 
dipelajari, hal ini dikarenakan implementasi kebijakan sering 
bertentangan dengan yang diharapkan (apa yang tertulis), bahkan 
menjadikan produk kebijakan sebagai batu loncatan bagi pembuat 
kebijakan itu sendiri agar kepentingan mereka dapat terpenuhi. 
Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008: 144), implementasi 
secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana 
berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk 
menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan 
atau program (Winarno, 2008). Sedangkan implementasi kebijakan 
menurut Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2008: 145), 
merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang 
31 
 
memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis 
keluaran yang nyata (Winarno, 2008). 
 Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pengorganisasian tujuan-tujuan 
tersebut melalui peraturan perundang-undangan, merupakan bagian 
yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya 
dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain implementasi 
suatu kebijakan berkaitan erat dengan faktor manusia, dengan 
berbagai latar belakang aspek sosial, budaya, politik, dan aspek yang 
lainnya (Tahir, 2014). Sehubungan dengan itu, Anderson dalam Tahir 
(2014: 56-57) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu 
kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, antara lain: 
1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi, 
2. Hakikat proses administrasi 
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan 
4. Efek atau dampak dari implementasi. 
Pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 
merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus 
menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada 
penempatan suatu program ke dalam tujuan keputusan yang 
diinginkan.  
 Terakhir dari semua pendapat para tokoh tersebut dikutip dari 
pendapat Riant Nugroho yang bisa mencakup inti makna dari 
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implementasi kebijakan. Secara singkat dan tegas menyatakan 
“Implmentasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang 
(Nugroho, 2009). 
 Dari beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan, maka 
penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan 
merupakan tindak lanjut dari proses pembuatan kebijakan. Artinya 
implementasi kebijakan menjadi rantai penghubung antara pembuatan 
kebijakan dan tujuan yang akan dicapai dari pembuatan kebijakan 
tersebut. Dengan kata lain, implementasi kebijakan menjadi jembatan 
antara formulasi kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan yang 
diharapkan dengan diwujudkan melalui serangkaian tindakan-
tindakan/prosedur tertentu. Implementasi kebijakan menjadi tahapan 
yang cukup penting karena tanpa adanya implementasi kebijakan, 
sebuah kebijakan publik hanya menjadi sebuah wacana dan tidak akan 
mampu mewujudkan tujuannya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan 
tujuan dari sebuah kebijakan, diperlukan beberapa aktivitas atau 
tahapan yang harus dilakukan. Menurut Jones dalam Budiman Rusli 
(2013), tahapan-tahapan/aktivitas yang terdapat dalam implementasi 
kebijakan terdiri dari tiga macam kegiatan, antara lain: 
a. Pengorganisasian (organized) 
 Yaitu proses untuk menetapkan dan menata kembali 
sumber daya (resource), unit-unit (units), dan metode-metode 
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(methods) yang mengarah pada upaya mewujudkan 
(merealisasikan kebijakan menjadi hasil/output) sesuai dengan 
apa tujuan dan sasaran kebijakan. 
b. Interpretasi (interpretation) 
 Tahap interpretasi merupakan aktivitas interpretasi 
(penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang 
lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi 
kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh ppara pelaku 
dan kelompok sasaran kebijakan.  
c. Aplikasi (application) 
 Yaitu tahap nyata penerapan segala rencana proses 
pelaksanaan kebijakan kedalam bentuk realisasi yang 
sesungguhnya melalui penyediaan pelayanan secara rutin, 
pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan kebijakan. Tahap 
aplikasi merupakan tahap paling akhir, karena dalam tahap ini 
akan diketahui apakah kebijakan tersebut hanya sebuah rumusan 
kebijakan atau penafsiran mengenai kebijakan yang abstrak atau 
sebuah kebijakan yang dapat diimplementasikan dan dapat 
menjawab tantangan berbagai permasalahan yang terjadi dalam 
masyarakat secara keseluruhan (Rusli, 2013).  
 Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih 
Sulistyastuti (2012), proses-proses dalam implementasi 
kebijakan antara lain: 
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a. Sosialisasi 
 Yaitu proses menyampaikan informasi kepada kelompok 
sasaran dengan tujuan mereka dapat memahami bahwa 
kebijakan yang akan diterapkan, sehingga mereka tidak hanya 
menerima tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dalam upaya 
mewujudkan tujuan kebijakan tersebut.  
b. Pelaksanaan 
 Implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila 
diterima serta didukung oleh kelompok sasaran. Kriteria tersebut 
dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu: tepat sasaran, 
tepat waktu, tepat kuantitas, dan tepat kualitas. 
c. Hasil Kebijakan 
 Pada saat hasil dalam suatu kebijakan sampai pada 
kelompok sasaran maka kebijakan tersebut dapat dikatakan 
berhasil karena kebijakan tersebut telah menimbulkan policy 
effect (efek kebijakan) atau dalam konsep para ahli sering 
disebut initial outcome yaitu dampak langsung yang dirasakan 
oleh kelompok sasaran (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). 
Sedangkan menurut Grindle dalam Budiman Rusli (2013), 
proses implementasi kebijakan terdiri dari: 
a. Melakukan rincian berbagai tujuan yang hendak dicapai 
b. Membentuk program kegiatan yang telah dialokasikan untuk 
pencapaian tujuan 
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c. Mengalokasikan dana untuk proses pembiayaan (Rusli, 2013).  
 
Tahap-tahap implementasi yang akan digunakan dalam penelitian 
tentang pelaksanaan kebijakan e-retribusi pasar ini adalah tahap 
implementasi menurut Jones yaitu terdiri dari interpretasi, 
pengorganisasian, dan tahap aplikasi. Pemilihan tahap-tahap 
implementasi menurut Jones ini menurut peneliti cukup relevan 
dengan materi pembahasan dari objek yang akan diteliti. Pemilihan 
tahap implementasi menurut Jones dipilih karena dalam penelitian ini 
hanya ingin mengetahui bagaimana proses atau bagaimana 
pelaksanaan kebijakan e-retribusi pasar di pasar Singosaren dan belum 
akan membahas tentang dampak (policy effect) apa yang dihasilkan 
dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan kebijakan e-
retribusi merupakan kebijakan yang masih terbilang baru, yaitu baru 
ditetapkan pada bulan September 2016 lalu. Sehingga untuk 
memperoleh data-data tentang dampak dari penerapan program 
tersebut akan cukup sulit serta kebijakan tersebut belum secara efektif 
dilakukan secara berulang. Selain itu, tahapan implementasi kebijakan 
yang dikemukakan oleh Jones sudah mencakup dan mewakili teori 
yang dikemukakan oleh Erwan Agus & Dyah Ratih serta Grindle. 
Dalam implementasi suatu kebijakan/program terdapat beberapa 
model yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengukur 
tingkat keberhasilannya. Model-model tersebut antara lain: 
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1. Model George C Edward III 
 Model implementasi kebijakan George C Edward III dalam 
Budi Winarno (2008:174), Edwards mulai dengan mengajukan 
dua pertanyaan penting, yaitu: 1). Prakondisi-prakondisi apa 
yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakn 
berhasil? 2). Dan hambatan-hambatan utama apa yang 
mengakibatkan suatu implementasi kebijakan gagal? Edwards 
berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan 
membicarakan empat variabel krusial dalam implementasi 
kebijakan publik. Variabel-variabel tersebut antara lain: 
a) Komunikasi 
 Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam 
proses implementasi kebijakan, karena tanpa adanya 
komunikasi yang baik antaragen pelaksana maupun 
komunikasi dari agen pelaksana kepada kelompok 
sasaran kebijakan maka akan sangat sulit kebijakan 
tersebut untuk diimplementasikan (Winarno, 2008). 
Setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik 
jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana 
kebijakan dengan para kelompok sasaran. Tujuan dari 
kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga 
dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan. Ini 
menjadi penting karena, semakin tinggi pengetahuan 
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kelompok sasaran atas kebijakan maka mengurangi 
tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan 
kebijakan dalam ranah yang sebenarnya (Indiahono, 
2009). 
b) Sumber Daya 
 Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan 
secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor 
kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, 
implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber 
daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yakni 
kompetensi sumber daya manusia dan sumber daya dana 
(finansial).  
c) Disposisi/Sikap Pelaksana 
 Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga 
dalam pendekatan mengenai studi implementasi 
kebijakan publik. Para pelaksana kebijakan tidak hanya 
harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan 
memiliki kapabilitas untuk melaksankannya, tetapi 
mereka juga harus memiliki keinginan untuk 
melaksanakan kebijakan tersebut. Terdapat tiga unsur 
penting dalam aspek disposisi antara lain kognisi, yaitu 
seberapa jauh pemahaman pelaksanaan kebijakan; arahan 
pelaksana; dan respon atau tanggapan pelaksana. 
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d) Struktur Birokrasi 
Meskipun sumberdaya untuk mengimplementasikan 
kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana 
mengetahui apa yang harus mereka lakukan serta 
bersedia untuk melakukannya, implementasi kebijakan 
masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Asal 
usul karakteristik birokrasi, fragmentasi birokrasi yang 
berbeda akan menghambat pelaksanaan implementasi 
kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari 
setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang 
standar (Standard Operating System atau SOP). SOP 
menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam 
bertindak (Subarsono, 2005). Secara lebih jelasnya, 
model implementasi kebijakan George C Edwards III 
digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 2.1  
Model Implementasi Menurut George C Edward III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Sumber: Arifin Tahir (2014: 61). 
 
2. Model Donald Van Meter dan Carel Van Hon 
 Van Meter dan Van Hon dalam Subarsono (2005: 99), 
merumuskan sebuah model yang memperlihatkan hubungan antar 
beberapa variabel yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi 
kebijakan (Subarsono, 2005). Variabel-variabel tersebut dijelaskan 
sebagai berikut: 
a. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan 
harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila 
standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi 
KOMUNIKASI 
SUMBER DAYA 
DISPOSISI 
STRUKTUR 
BIROKRASI 
IMPLEMENTASI 
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multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara 
para agen implementasi. 
b. Sumberdaya, implementasi kebijakan perlu dukungan 
sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) 
maupun sumberdaya nonmanusia (non-human resources). 
c. Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, 
implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi 
dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan 
kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 
d. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik 
agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan 
pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang 
semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program. 
e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup 
sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung 
keberhasilan implementasi.  
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Gambar 2.2 
Model Implementasi Van Meter dan Van Hon 
 
 Sumber: Subarsono (2005: 99). 
 
3. Model Mazmanian dan Sabatier 
 Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Arifin Tahir (2014: 78), 
menjelaskan ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan 
implementasi, yaitu: 
1. Variabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan 
yang berkenaan dengan indikator dukungan teori dan teknologi, 
keragaman perilau yang dikehendaki, variabel ini disebut juga 
degan karakteristik dari masalah, 
2. Variabel Intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk 
menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan 
dan konsistensi dan tujuan, dipergunakannya teori kausal, 
ketetapan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara 
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lembaga pelaksana aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan 
pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, variabel ini 
disebut juga dengan karakteristik kebijakan. 
3. Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi 
atau lingkungan, yang berkenaan dengan indikator, kondisi sosio-
ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, 
dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas 
kepemimpinan dan pejabat pelaksana.  
Berkaitan dengan faktor sumberdaya manusia yang 
mempengaruhi proses implementasi, Mazmanian dan Sabatier membuat 
kategori bahwa proses implementasi kebijakan dipahami melalui tiga 
perspektif berbeda, yaitu pembuat kebijakan dengan substansi 
kebijakannya, pejabat pelaksana di lapangan sebagai implementor, dan 
aktor individu selaku kelompok target. Kepatuhan pelaksana diukur 
dengan cara melihat kesesuaian perilaku pelaksana dengan kewajiban 
yang dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti gambar 
dibawah ini: 
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Gambar 2.3 
Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Arifin Tahir (2014: 79).  
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4. Model Merilee S. Grindle 
 Menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2005: 93) terdapat dua 
variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi 
kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of 
implementation). Masing-masing variabel tersebut masih dipecah lagi 
menjadi beberapa item. Disebutkan oleh Subarsono (2005: 93). 
Variabel isi kebijakan ini mencakup (1) sejauh mana kepentingan 
kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; (2) 
jenis manfaat yang diterima oleh target group; (3) sejauh mana 
perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak 
sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah 
menyebutkan implementornya dengan rinci; (6) apakah sebuah 
program didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan 
variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar 
kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor 
yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi 
dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan 
responsivitas kelompok sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
seperti gambar berikut: 
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Gambar 2.4 
Model Implementasi Merilee S. Grindle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Subarsono (2005: 93).  
 
Berdasarkan pemaparan model-model implementasi diatas, maka 
model implementasi kebijakan yang akan digunakan dalam penelitian ini 
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46 
 
adalah model implementasi milik George Edward yang menyebutkan 
bahwa terdapat empat variabel penting yang dapat mempengaruhi 
implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 
struktur birokrasi. Alasan pemilihan model implementasi tersebut 
dikarenakan model implementasi milik George Edward secara umum  
sudah mencakup dan juga sudah mewakili pendapat dari ahli-ahli lain. 
Selain itu pemilihan model implementasi tersebut menurut peneliti cukup 
relevan untuk materi pembahasan dari objek yang akan diteliti. Hal ini 
bukan berarti peneliti menganggap bahwa teori-teori lain tidak lagi relevan 
dalam perkembangan teori implementasi kebijakan publik, melainkan 
lebih kepada mengarahkan peneliti agar lebih fokus terhadap indikator-
indikator yang dikaji, sehingga dapat membantu peneliti untuk 
menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi program e-retribusi 
di pasar Singosaren. 
  
3. E-Government 
  E-government merupakan penggunaan internet untuk 
melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik agar 
menjadi lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat (Akadun, 
2009). Sedangkan definisi e-government menurut Bank Dunia adalah 
merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah 
(seperti wide area network, internet, dan mobile computing) yang 
mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan dengan 
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masyarakat, bisnis, serta pemangku kepentingan lainnya dari pemerintah. 
Menurut Khansari et al. (2016) dalam jurnalnya yang berjudul Conceptual 
Systemigram Model: Impact of Electronic Governance On Sustainable 
Development, bahwa melalui e-government, pemerintah dapat 
meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, meningkatkan interaksi 
bisnis, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memberikan kebebasan 
akses informasi bagi individu (Khansari, et al., 2016).  
  Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang 
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, 
pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan 
penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik 
dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan 
efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem 
manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan 
mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan 
teknologi informasi tersebut mencakup 2 aktivitas yang berkaitan yaitu: 
(1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan 
proses kerja secara elektronis;  
(2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik 
dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh 
wilayah negara.  
Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan e-
government diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu: 
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1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik 
yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan 
masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah 
Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan 
dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat; 
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk 
meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan 
memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan 
perdagangan internasional; 
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-
lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi 
masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan 
negara; 
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan 
dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar 
lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom. 
 
Penggunaan teknologi informasi untuk pengembangan e-
government menurut Indrajit (2006:4) akan menghasilkan 4 (empat) 
hubungan bentuk baru yaitu G2C, G2B, G2G, dan G2E. 
a. Government to Citizen (G2C); merupakan aplikasi e-government 
yang dibangun untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya 
melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat 
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dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan 
berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari; 
b. Government to Business (G2B); merupakan salah satu tugas utama 
dari sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda 
perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. 
Diperlukan relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan 
bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis 
dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi 
banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi 
relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta; 
c. Government to Governments (G2G);  kebutuhan untuk berinteraksi 
antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak 
hanya berkisar pada halhal yang berbau diplomasi semata, namun 
lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan 
kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, 
perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan 
dengan administrasi perdagangan; 
d. Government to Employees (G2E); aplikasi e-government juga 
diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para 
pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di 
sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat (Indrajit, 2006). 
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Dengan menyadari adanya bermacam-macam tipe aplikasi tersebut, 
maka terlihat fungsi strategis dari berbagai aplikasi e-government yang 
dikembangkan oleh pemerintah. Keberadaannya tidak hanya semata-mata 
untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada 
masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk meningkatkan kualitas dari 
penyelenggaraan pemerintahan. 
Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya e-
government itu sendiri menurut Al Gore dan Tany Blair dalam Nico 
Andrianto (2007: 46-47) antara lain: 
1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-
nya (masyarakat, kalangan usahawan, dan industri), terutama dalam 
hal kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagai kehidupan bernegara. 
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, akuntabilitas, penyelenggaraan 
pemerintah dalam rangka penerapan konsep good government 
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan 
interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya 
untuk keperluan aktivitas sehari-hari 
4. Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber-
sumber pendapatan yang baru melalui interaksinya dengan pihak-
pihak yang berkepentingan 
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat 
menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi secara cepat dan 
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tepat sejalan dengan perubahan global dan tren yang ada 
(Andrianto, 2007). 
4. Retribusi Pasar 
a) Pengertian Retribusi pasar 
Pelaksanan otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah 
untuk mampu mengurus segala urusan rumah tangga dan 
keuangannya sendiri. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah 
retribusi daerah dimana didalam retribusi tersebut terdapat retribusi 
pasar yang memiliki kontribusi yang cukup besar bagi retribusi 
daerah. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 
2001 yang dimaksud retribusi pasar atau pelayanan pasar adalah 
fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang 
dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, 
tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan 
pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah 
daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, 
penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat 
pemadam kebakaran. 
Retribusi Pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah 
satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup 
dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, retribusi jasa 
umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
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a. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan rertribusi 
jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu. 
b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. 
c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau 
badan yang diharuskan untuk membayar retribusi di samping 
untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.  
d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. 
e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang 
pelaksanaannya.  
f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta 
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 
potensial.  
g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut 
dengan tingkat dan/atau kualitas layanan yang baik. 
 
Pemerintah Daerah melakukan pemungutan retribusi pasar 
dikarenakan dalam pengadaan sarana dan prasarana yang ada di pasar 
membutuhkan dana yang tidak sedikit serta keuangan daerah yang 
sangat terbatas, sehingga pemugutan ini dilakukan untuk memperoleh 
pemasukan bagi penyediaan sarana dan prasarana di pasar atas jasa 
yang telah diberikan.  
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b) Subyek dan Obyek Retribusi Pasar 
Penyelenggaraan pengelolaan pasar oleh Pemerintah Kota 
Surakarta adalah dalam rangka memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Oleh karena itu yang menjadi subyek dari retribusi pasar 
adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh fasilitas pasar. Hal 
ini sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2016 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar Bab II Pasal 
2(3) yang berbunyi: 
“Subyek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh 
fasilitas pasar”. Sedangkan untuk obyek dari retribusi pasar adalah 
seperti yang termuat dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 
Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar 
Bab II Pasal 2(2) yang berbunyi: 
“Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar 
tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola 
Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.” 
C.  Kerangka Pemikiran 
Banyaknya jumlah pasar tradisional yang ada di kota Surakarta, 
menjadikan Pemerintah Kota Surakarta khususnya Dinas Perdagangan 
untuk lebih dapat mengelola dan mengoptimalkan penerimaan daerah 
melalui retribusi pasar tersebut. Pembayaran retribusi pasar diatur dalam 
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pelayanan Retribusi Pasar, dimana proses pemungutannya 
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dilakukan secara manual, yaitu petugas penarik retribusi berjalan 
berkeliling pasar untuk memungut retribusi dari pedagang kemudian 
pedagang diberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi. 
Namun, pemungutan retribusi pasar secara manual dinilai kurang efektif 
dan efisien serta berpotensi terjadinya kebocoran keuangan. 
Sejalan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 
2003 Tentang Pengembangan E-Government, bahwa dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien, 
diperlukan upaya untuk dapat mengembangkan penyelenggaraan 
kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik, maka 
Pemerintah Kota Surakarta berupaya untuk dapat meningkatkan efisiensi 
dan efektifitas dalam pemungutan dan pembayaran retribusi pasar di Kota 
Surakarta, yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota 
Surakarta Nomor 974/65.2/1/2016 Tentang Pelaksanaan Pemungutan 
Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Secara 
Elekronik. Dikeluarkannya kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan retibusi pasar yang 
sebelumnya dilakukan secara manual dan dinilai kurang efektif & efisien. 
Kebijakan e-retribusi pasar mulai diterapkan pada 1 September 2016 dan 
pasar Singosaren menjadi pasar pertama yang menerapkan kebijakan 
tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Dinas Perdagangan Kota 
Surakarta menjadi implementor utama dan menjalin kerjasama dengan 
Bank Jateng. 
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Namun dalam kenyataannya, meskipun sudah disediakan cara 
pembayaran retribusi yang lebih efektif dan efisien, masih ada pedagang di 
pasar Singosaren yang belum memiliki kartu e-retribusi dan belum 
menerapkan cara tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 
mengenai bagaimana implementasi dari kebijakan e-retribusi pasar serta 
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. 
Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut, peneliti 
menggunakan teori dari Jones tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan 
dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu terdiri dari tahap 
pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.  
Selain itu, penulis  menggunakan model implementasi George Edward 
yang menyebutkan bahwa terdapat empat variabel penting yang dapat 
mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, 
disposisi, dan struktur birokrasi sebagai indikator yang digunakan untuk 
mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan 
kebijakan e-retribusi pasar di pasar Singosaren. Penelitian ini menjadi 
penting karena melalui output yang dihasilkan nanti, dapat diketahui solusi 
untuk kedepannya dalam menerapkan kebijakan e-retribusi baik di pasar 
Singosaren maupun pasar tradsional yang lain, sehingga tidak akan terjadi 
lagi permasalahan seperti yang terjadi di pasar Singosaren. Berikut ini 
adalah skema kerangka pemikiran untuk lebih memudahkan dalam 
memahami penelitian yang akan dilakukan: 
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Gambar 2.5 
Kerangka Pemikiran Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permasalahan yang muncul: 
Penarikan retribusi secara manual kurang efektif dan 
efisien 
 
Dasar Hukum: 
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2016 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Retribusi 
Pasar 
Keputusan Walikota Surakarta Nomor 974/65.2/1/2016 
Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Secara Elektronik 
 
Implementasi Program E-
retribusi di Pasar Singosaren 
Faktor-faktor yang mempengaruhi 
menurut pelaksanaan program e-
retribusi pasar: 
1. Komunikasi 
2. Sumber Daya 
3. Disposisi 
4. Struktur Birokrasi 
Tahapan pelaksanan program e-
retribusi pasar; 
1. Pengorganisasian 
(Penentuan implementor 
dan penyediaan sarana 
prasarana)  
2. Interpretasi (Sosialisasi E-
retribusi kepada paguyuban 
pedagang dan pedagang) 
3. Tahap Aplikasi (pedagang 
membayar retribusi pasar 
melalui mesin yang 
disediakan) 
Hasil yang diharapkan: 
 
Peningkatan efisiensi dan 
efektifitas dalam pemungutan 
dan pembayaran retribusi pasar 
di Kota Surakarta 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
 Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka 
jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami 
suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan 
mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara 
peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2012). Peneliti 
menggunakan jenis penelitian kualitatif karena peneliti ingin mengetahui 
secara lebih mendalam dan terperinci terkait fenomena yang dipilih, 
sehingga penelitian kualitatif dirasa tepat unruk mencari, mengumpulkan, 
mengolah, serta menganalisis data hasil penelitian tesebut.  
 Lebih khususnya lagi, penelitian ini mengarah pada penelitian 
deskriptif kualitatif, yaitu berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan 
fenomena-fenomena yang diselidiki secara sistematis aktual dan akurat 
(Rusmiyanti dan Endar Sugiarto, 2000:47). Sebagaimana pernyataan HB 
Sutopo (2002:35) yaitu dengan penelitian deskriptif kualitatif data yang 
dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar memiliki arti 
lebih dari sekedar angka-angka atau frekuensi (Sutopo, 2002). Oleh karena 
itu, dalam penelitian ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan/menjelaskan 
bagaimana pelaksanaan kebijakan e-retribusi di pasar Singosaren dan 
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. 
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B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta. Pertimbangan dalam 
pemilihan Kota Surakarta adalah karena Kota Surakarta menjadi Kota 
pertama di Jawa Tengah yang melaksanakan kebijakan e-retribusi pasar. 
Penelitian ini lebih khususnya dilakukan di pasar Singosaren yang terletak 
di kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan Surakarta. Alasan pemilihan 
pasar Singosaren sebagai lokasi penelitian karena pasar Singosaren 
merupakan salah satu pasar pertama di Kota Surakarta yang menerapkan 
kebijakan e-retribusi pasar. Selain itu, pasar Singosaren menjadi 
penyumbang pendapatan pasar paling besar dibandingkan pasar tradisional 
yang lain yang ada di Kota Surakarta. Pemilihan pasar Singosaren sebagai 
lokasi penelitian juga dikarenakan tersedianya cukup data yang dirasa 
dapat mendukung penelitian ini. 
C. Teknik Pemilihan Informan 
 Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling 
merupakan teknik dalam non-probability sampling yang berdasarkan 
kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri 
tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan 
(Herdiansyah, 2012). Dengan teknik ini, maka peneliti dapat memilih 
informan siapa saja yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk 
menjadi sumber data yang mengetahui permasalahan penelitian ini secara 
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lebih mendalam sehingga data yang diperoleh lebih valid. Dalam 
penelitian ini informan yang dipilih antara lain: 
a. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta 
b. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Dinas Perdagangan 
Kota Surakarta 
c. Pengelola Pasar Singosaren 
d. Pedagang Pasar Singosaren 
Sedangkan untuk teknik snowball sampling digunakan untuk 
mengumpulkan data ketika informan berada dalam salah satu lokasi yang 
kurang tahu siapa yang tepat untuk dipilih sebagai informan (Sutopo, 
2006). Sehingga untuk menemukan informan, peneliti mengikuti petunjuk 
atau arahan ketika berada di lapangan. 
D. Sumber Data  
Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Lexy J. Moleong 
(2013:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-
kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 
lain-lain (Moleong, 2013). Lebih lanjut lagi HB Sutopo (2002:49) 
menjelaskan bahwa sumber data merupakan bagian yang sangat penting 
bagi peneliti, karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data 
akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang 
diperoleh (Sutopo, 2002). Sumber data dapat berupa informan, peristiwa 
atau aktivitas, tempat/lokasi, gambar/data, dokumen maupun arsip. Dalam 
penelitian ini, sumber data yang digunakan antara lain: 
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a. Informan 
Informan merupakan seseorang yang dianggap tahu dan dapat 
dipercaya untuk menjadi sumber data yang mengetahui permasalahan 
penelitian secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini, informan 
yang dimaksud adalah: 
1. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta 
2. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Dinas Perdagangan 
Kota Surakarta 
3. Pengelola Pasar Singosaren 
4. Pedagang Pasar Singosaren 
b. Dokumen/Arsip 
Dokumen/arsip yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan kebijakan e-retribusi seperti jumlah 
pedagang pasar Singosaren yang telah membuka rekening di Bank 
Jateng, buku-buku kepustakaan yang relevan dengan penelitian, 
catatan/gambar, media massa baik cetak maupun elektronik, dan lain 
sebagainya. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap 
muka (face to face) antara pewawancara dan yang diwawancarai 
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tentang masalah yang diteliti (Gunawan, 2014). Penelitian ini 
menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara 
yang dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat open-ended, dan 
mengarah pada kedalaman informasi yang diperoleh (HB Sutopo, 
2002:59). Dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, 
maka peneliti dapat melakukan improvisasi dengan menyampaiakan 
beberapa pertanyaan tambahan terkait jawaban yang diberikan oleh 
informan sehingga informasi yang diperoleh lebih lengkap. Dalam 
wawancara semi terstruktur, digunakan pedoman wawancara sebagai 
patokan ataupun kontrol dalam hal alur pembicaraan dan untuk 
prediksi waktu wawancara (Herdiansyah, 2012). Informan yang dipilih 
dalam penelitian ini antara lain Kepala Dinas Perdagangan, Kepala 
Bidang Pengelolaan Pendapatan Dinas Perdagangan, Pengelola Pasar 
Singosaren, dan pedagang pasar Singosaren.  
b. Dokumentasi 
Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 
peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang 
subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis 
atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 
2009). Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah data 
yang dihimpun oleh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan 
kebijakan e-retribusi di pasar Singosaren, yaitu data dari Pengelola 
Pasar Singosaren dan Dinas Perdagangan Kota Surakarta.  
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F. Validitas Data 
Validitas data dapat diartikan sebagai kesesuaian antara alat ukur 
dengan sesuatu yang hendak diukur, sehingga hasil ukur yang didapat akan 
mewakili dimensi ukuran yang sebenarnya. Namun dalam penelitian 
kualitatif, validitas diartikan sebagai kebenaran, kejujuran yang didasarkan 
atas sudut pandang subjek yang diteliti (Herdiansyah, 2012). Validitas data 
menunjukkan sejauh mana kualitas data dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya. Validitas dapat dicapai dengan proses pengumpulan data 
yang tepat, salah satunya adalah dengan menggunakan proses triangulasi. 
Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2013). Dalam 
penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah trianguasi sumber. 
Triangulasi sumber menurut istilah Patton (1984) dalam HB Sutopo (2006: 
93) juga disebut sebagai triangulasi data (Sutopo, 2006). Cara ini 
mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan data, ia wajib 
menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda yang tersedia. 
Artinya, data yang sejenis akan lebih mantap kebenarannya jika digali dari 
beberapa sumber data yang berbeda.  
 Validitas data dalam penelitian implementasi kebijakan e-retribusi 
pasar dapat diperoleh melalui hasil wawancara dengan narasumber serta 
catatan/dokumentasi yang berkaitan dengan kebijakan e-retribusi pasar. 
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Setelah itu, penulis membandingkan beberapa sumber data yang berbeda 
tersebut sehingga diperoleh data yang valid.    
G. Teknik Analisis Data  
Menurut Spradley (1980) dalam Imam Gunawan (2014: 210), analisis 
data kualitatif adalah pengujian sistematik dari sesuatu untuk menetapkan 
bagian-bagiannya, hubungan antarkajian, dan hubungannya terhadap 
keseluruhannya (Gunawan, 2014). Lebih lanjut Lexy J. Moleong (2013) 
menjelaskan, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 
mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 
seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2013). Jadi dapat disimpulkan 
bahwa analisis data dimaksudkan untuk menjelaskan/memberikan 
gambaran mengenai pengolahan data-data yang telah diperoleh untuk 
selanjutnya dapat diputuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain 
(pembaca laporan penelitian).   
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 
dengan model interaktif. Menurut Miles & Huberman dalam Haris 
Herdiansyah (2012:164), teknik analisis data model interaktif terdiri dari 
empat tahap, antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
(display) data, dan penarikan kesimpulan. 
a. Pengumpulan data 
 Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan 
sebelum penelitian, pada saat peneitian, dan bahkan di akhir penelitian. 
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Intinya, proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tidak 
memiliki segmen atau waktu tersendiri, melainkan sepanjang 
penelitian yang dilakukan proses pengumpulan data dapat dilakukan 
(Herdiansyah, 2012).  
b. Reduksi data 
Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan 
penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk 
tulisan yang akan dianalisis (Herdiansyah, 2012). Lebih lanjut lagi HB 
Sutopo (2002:92) menjelaskan, bahwa reduksi data merupakan bagian 
dari proses analisis yang mempertegas, memeperpendek, membuat 
fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data 
sedemikian rupa sehingga simpulan pemelitian dapat dilakukan 
(Sutopo, 2002). Selama pengumpulan data berlangsung, reduksi data 
dapat berupa membuat ringkasan, mengkode, memusatkan tema, 
membuat batas permasalahan, dan menulis memo. Proses reduksi 
berlangsung sampai penelitian berakhir.  
c. Penyajian Data 
Pada prinsipnya, penjian data adalah mengolah data setengah jadi 
yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur 
tema yang jelas (Herdiansyah, 2012). Penyajian data digunakan untuk 
lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil 
tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data (Gunawan, 
2014). Penyajian data dapat berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, atau 
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bentuk-bentuk lain yang dapat memudahkan pemaparan dan penegasan 
kesimpulan (Bungin, 2012). Dalam penelitian ini, penyajian data 
dilakukan dengan menggunakan teks naratif. Menurut Miles & 
Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013:249) menyebutkan bahwa 
yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 
kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2013). 
Dengan menggunakan penyajian ini maka pemahaman akan lebih 
mudah dilakukan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam 
mengambil tindakan selanjutnya.  
d. Penarikan kesimpulan/verifikasi 
Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab 
fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Tahap penarikan 
kesimpulan/verifikasi menjurus pada jawaban atas pertanyaan 
penelitian yang diajukan dan mengungkap “what” dan “how” dari 
temuan penelitian tersebut (Herdiansyah, 2012).  Dalam model analisis 
interaktif, ketiga komponen tersebut berjalan bersama pada waktu 
kegiatan pengumpulan data sebagai satu siklus yang berlangsung 
sampai akhir penelitian.  
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Gambar 2.6 
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: (Herdiansyah, 2012). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Pasar Singosaren 
 Pasar Singosaren berdiri pada tahun 1976 didaerah yang dikenal 
dengan nama Singosaren, yang secara toponimi merupakan daerah (dekat) 
tempat tinggalnya KPH. Singasari, menantu dari Pakubuwono X di 
kampung Kemlayan. Pembangunan di pasar Singosaren dilakukan pada 
tahun 1988, dengan waktu kurang lebih dua tahun. Pasar tersebut dihuni 
oleh pedagang sayuran dan kios pakaian di lantai dasar, sedangkan di 
lantai satu dan dua diisi oleh Matahari Departement Store.  
 Pada tahun 1997, krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi 
Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat 
Indonesia terhadap pemerintah pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan 
terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organisasi 
dan aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pada tahun 1998, 
akibat ketidakstabilan ekonomi dan politik yang meluas di wilayah 
Indonesia, Pasar Singosaren adalah salah satu bangunan publik yang 
menjadi amuk masa. Terjadi penjarahan dan pembakaran pada pasar 
Singosaren sehingga pasar tersebut hangus terbakar dan banyak memakan 
korban. Akibat kejadian tersebut pasar Singosaren direnovasi pada tahun 
1999 dan diresmikan lagi pada tahun 2000. Pasar Singosaren kini terdiri 
dari 4 lantai, yaitu lantai dasar yang digunakan untuk perkiosan dan 
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pedagang kaki lima, lantai 1 dan 2 digunakan untuk Matahari Departement 
Store, dan lantai 3 untuk area parkir. 
 Pasar Singosaren merupakan salah satu pasar tradisional di kota 
Surakarta yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto-Serengan dan memiliki luas 
bangunan 4.900 m2. Pasar Singosaren memiliki kios sebanyak 254 kios dan 
terbagi menjadi 9 blok, yaitu dari blok A sampai dengan blok I. Pada blok-
blok ini, terdapat 6 kios yang digunakan untuk menjual emas, 2 kios untuk 
bank, 1 kios untuk pedagang penjual busana Jawa, 4 kios untuk berjualan 
kaset, 2 kios untuk menjual kamera dan aksesorisnya. Selain itu pada 
lantai dasar di pasar Singosaren, digunakan 8 kios untuk menjual makanan 
cepat saji (Kentucky Fried Chiken (KFC) demi kenyamanann pelanggan. 
Kios-kios di pasar Singosaren didominasi oleh kios untuk menjual telepon 
genggam, yaitu sebanyak 231 kios. Kios-kios tersebut menjual berbagai 
merk telepon genggam, baik yang masih baru maupun sudah lawas, servis 
telepon, aksesoris telepon, aplikasi, dan lain-lain.  
 Selain pedagang berjualan di kios-kios yang telah di sediakan, di 
sebelah timur lantai dasar pasar Singosaren terdapat pedagang pelataran 
yang menjual sayuran, daging ayam, buah-buahan, sembako, yang 
berjumlah sebanyak 18 orang pedagang. Para pedagang pelataran mulai 
berjualan pada pukul 07.00 WIB, sedangkan untuk pedagang yang 
memiliki kios memulai aktivitasnya setelah jam 09.00 WIB.  
 Dibawah pertanggungjawaban Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 
pasar Singosaren dikelola oleh Pengelola Pasar Singosaren. Kantor 
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pengelola pasar Singosaren ini terletak di lantai 3, tepatnya dekat area 
parkir mobil dan motor yang berada dalam gedung pasar. Jumlah pegawai 
di pasar Singosaren adalah sebanyak 20 orang, secara rinci akan dijelaskan 
sebagai berikut: 
a. Kepala Pasar 
 Pasar Singosaren dikepalai oleh Bapak Sukadi B. Adapun 
Kepala Pasar memiliki tugas sebagai pemimpin dan penanggung 
jawab dari segala kegiatan pengelolaan pasar dalam rangka 
menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah kota melalui Dinas 
Perdagangan Kota Surakarta. 
b. Administrasi 
 Petugas administrasi hanya ada 1 petugas, tugasnya adalah 
membantu Kepala Pasar dalam hal administrasi, seperti masalah 
Surat Hak Penempatan (SHP), membuatkan surat penagihan bagi 
pedagang yang menunggak pembayaran retribusi pasar, dan lain-
lain.  
c. Pemungut 
 Petugas pemungut retribusi juga hanya terdiri dari 1 
petugas, yang bertugas memungut retribusi dari wajib retribusi 
(pedagang). 
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d. Tehnisi 
 Petugas tehnisi terdiri dari 4 petugas, tugasnya adalah 
membantu Kepala Pasar terkait permasalahan-permasalahan terkait 
fasilitas pasar, seperti listrik, air, dan lain-lain. 
e. Satpam 
 Satpam di pasar Singosaren terdiri dari 6 orang, tugasnya 
adalah membantu Kepala Pasar dalam mewujudkan pasar yang 
tertib, aman dan nyaman. 
f. Kebersihan 
 Petugas kebersihan di pasar Singosaren terdiri dari 7 
petugas, tugasnya adalah membantu Kepala Pasar dalam 
mewujudkan pasar yang bersih dan rapi serta melaporkan segala 
hal yang berkaitan dengan alat-alat kebersihan pasar. Selain itu 
juga membantu Kepala Pasar dalam mewujudkan pasar yang bersih 
dan rapi. 
Secara lebih jelasnya, berikut adalah Struktur Organisasi di Pasar 
Singosaren: 
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Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Pasar Singosaren Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sumber: Pengelola Pasar Singosaren) 
 
Selain ke-20 petugas yang terdapat dalam struktur organisasi tersebut, 
sebenarnya di pasar Singosaren sendiri mendapat tambahan pegawai 
dalam bidang IT, yaitu Ibu Nita. Bidang IT tersebut bertugas membantu 
Kepala Pasar terkait kebijakan e-retribusi pasar. Dengan demikian jumlah 
pegawai yang ada di pasar Singosaren berjumlah 21 orang pegawai. 
KA. PASAR. 
SUKADI B. 
TEHNISI 
1. BAMBANG P. 
2. SRIYONO 
3. ROIS B. 
4. HENDRO K. 
ADMINISTRASI 
ANIS D. 
PEMUNGUT 
SUPRIYANTO 
SATPAM 
1. DWI S. 
2. HARY. G 
3. ARIYANTO 
4. YUDHA MP. 
5. TAUFIK H. 
6. BUDIYANTO 
SATPAM 
1. WIYONO 
2. TRIYANTO 
3. TULUS S. 
4. A. SOMAD 
5. M. YUSUF 
6. KAHFID. E.Y 
7. YOGI. F.A. 
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 Sistem kepemilikkan yang digunakan oleh pengelola pasar adalah 
sistem sewa dengan pemberian bukti Surat Hak Penempatan (SHP). 
Biasanya jangka waktu sewa adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang masa 
sewanya. Namun, khusus untuk Matahari Departement Store, Manajemen 
Matahari Departement Store mempunyai perjanjian kontrak dengan pihak 
pengelola pasar Singosaren, sehingga masa sewa waktu bisa melebihi 
batas waktu sewa perkiosan pasar pada umumnya, yaitu selama kurang 
lebih 25 tahun.  
 Pasar Singosaren termasuk dalam golongan pasar tradisional kelas 
I di kota Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut: 
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Tabel 4.1 
Kelas Pasar Tradisional Kota Surakarta 
No Nama Pasar Kelas 
Pasar 
No Nama Pasar Kelas 
Pasar 
1 Gede IA 23 Cinderamata IIA 
2 Legi IA 24 Gading IIA 
3 Nusukan IA 25 Bangunharjo IIA 
4 Nongko IA 26 Sibela Mojosongo IIA 
5 Singosaren IA 27 Jebres IIB 
6 Klewer IA 28 Mebel IIB 
7 Pasar Burung dan Ikan 
Hias Depok 
IB 29 Triwindu IIB 
8 Jongke IB 30 Kembang IIB 
9 Harjodaksino IB 31 Kabangan IIB 
10 Klithikan Notoharjo IB 32 Penumping IIB 
11 Ngudi Rejeki Gilingan IB 33 Kliwon IIB 
12 Tanggul IB 34 Ayam IIB 
13 Rejosari IIA 35 Elpabes IIIA 
14 Ledoksari IIA 36 Buah Jurug IIIA 
15 Mojosongo IIA 37 Tunggulsari IIIA 
16 Panggungrejo IIA 38 Ngemplak IIIA 
17 Pucangsawit IIA 39 Sangkrah IIIA 
18 Ayu Balapan IIA 40 Sidomulyo IIIA 
19 Ngarsopuro IIA 41 Ngumbul IIIB 
20 Kadipolo IIA 42 Joglo IIIB 
21 Purwosari IIA 43 Bambu IIIB 
22 Sidodadi IIA 44 Besi Tua IIIB 
(Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta) 
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 Dengan luas pasar yang dimiliki pasar Singosaren, pasar 
Singosaren menjadi pasar tradisional di kota Surakarta yang menyumbang 
peneriman retribusi pasar paling banyak dibandingkan pasar tradisional 
yang lain. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel berikut: 
 Tabel 4.2 
Realisasi Pendapatan Pasar Tradisional Kota Surakarta 
Dinas Perdagangan Kota Surakarta 
Tahun 2015-2016 
No Nama Pasar Realisasi Pendapatan Pasar 
2015 2016 
1 Pasar Singosaren 4.466.436.760 3.562.134.237 
2 Pasar Legi 1.669.529.875  1.760.934.930 
3 Pasar Notoharjo 644.114.913 703.465.495 
4 Pasar Gede 583.387.425 717.281.010 
5 Pasar Harjodaksino 430.951.760 498.344.800 
6 Pasar Klewer 402.442.210 697.377.630 
7 Pasar Jongke 401.575.830 461.714.010 
8 Pasar Nusukan 380.412.750 424.172.810 
9 Pasar Depok 320.519.540 376.075.220 
10 Pasar Ayam 199.085.145 199.645.440 
  (Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta) 
 
B. E-Retribusi Pasar 
E-retribusi pasar merupakan suatu sistem informasi manajemen 
retribusi pasar untuk Dinas Perdagangan dan bekerjasama dengan 
75 
 
perbankan. Kebijakan e-retribusi merupakan kebijakan yang ditetapkan 
Pemerintah Kota Surakarta sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan 
Smart City Surakarta. Kebijakan e-retribusi pasar dimaksudkan untuk 
meningkatkan pelayanan retribusi pasar yang lebih efektif dan efisien.  
Kebijakan e-retribusi ini dinilai memudahkan pedagang dalam 
membayar retribusi pasar. Pedagang hanya perlu menempelkan kartu atau 
e-money ke mesin tapping yang sudah disediakan oleh pihak perbankan. 
E-money tersebut didapat setelah pedagang melakukan pendaftaran atau 
permohonan untuk membuka rekening di bank yang bekerja sama dengan 
Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Adanya kebijakan e-retribusi ini, 
dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi dalam 
pengelolan retribusi secara manual karena dinilai lebih efektif dan efisien. 
Pembayaran retribusi pasar dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, 
karena pembayaran tidak dilakukan dengan uang tunai, sehingga petugas 
juga tidak direpotkan dengan uang recehan. Petugas penarik retribusi, yang 
awalnya membutuhkan lima orang petugas kini cukup tiga petugas. 
Kebijakan e-retribusi pasar ini juga dapat meminimalisisr adanya 
kebocoran keuangan, hal ini dikarenakan sifatnya yang dapat diakses oleh 
semua orang, sehingga pihak-pihak yang berwenang dan pihak-pihak yang 
berkepentingan dapat mengetahui banyaknya jumlah retribusi pasar yang 
masuk tiap harinya.  
Selain itu, dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Perdagangan 
dengan Bank terkait, disebutkan bahwa bukti transaksi adalah bukti 
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pembayaran retribusi melalui layanan fasilitas perbankan, artinya Dinas 
Perdagangan tidak perlu lagi mencetak karcis sebagai bukti pembayaran 
retribusi melainkan sudah disediakan oleh bank yang menjalin kerjasama 
dengan Dinas Perdagangan. Dalam perjanjian tersebut juga telah 
disebutkan bahwa pihak bank memberikan fasilitas Cash Management 
System (CMS), yaitu salah satu layanan pengelolaan keuangan yang 
ditujukan untuk nasabah non-perorangan (instansi/perusahaan/lembaga) 
dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan 
keuangannya langsung melalui fasilitas online. Sehingga banyaknya 
jumlah retribusi pasar yang masuk tiap harinya dapat dikelola secara 
langsung oleh Dinas Perdagangan.  
Kebijakan e-retribusi pasar akan diberlakukan diseluruh pasar 
tradisional Kota Surakarta. Di Jawa Tengah, kota Surakarta merupakan 
kota pertama yang menerapkan sistem pembayaran retribusi secara 
elektronik. Dalam kebijakan ini, Dinas Perdagangan menjalin kerjasama 
dengan beberapa bank, antara lain adalah Bank Jateng, Bank BTN, dan 
Bank BNI 1946. Kebijakan e-retribusi itu sendiri mulai diterapkan pada 
bulan September 2016. Pembayaran e-retribusi ini dilakukan dengan cara 
pedagang menempelkan kartu atau e-money ke mesin tapping (dalam hal 
ini adalah Electronic Data Capture (EDC)) yang sudah disediakan. E-
money tersebut didapat setelah pedagang melakukan pendaftaran atau 
permohonan untuk membuka rekening di bank yang bekerja sama dengan 
Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Setelah di tap, mesin sudah dapat 
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mendeteksi identitas dari para pedagang pemilik kartu dan sudah 
ditampilakan berapa tanggungan retribusi yang harus dibayar. Terkait 
saldo pedagang yang terdapat dalam e-money tersebut, proses isi ulang 
saldo untuk pembayaran retribusi dapat dilakukan sesuai kebutuhan 
pedagang dan dibatasi maksimal Rp. 1.000.000. Serta untuk memudahkan 
pedagang dalam isi ulang saldo tersebut, setiap pekan akan ada petugas 
bank yang keliling di pasar untuk melayani setoran tabungan atau top up 
kartu. 
 
C. Hasil Penelitian  
 Retribusi pasar merupakan salah satu sumber potensial bagi 
pendapatan daerah. Banyaknya jumlah pasar tradisional yang ada di kota 
Surakarta, menjadikan Pemerintah Kota Surakarta khususnya Dinas 
Perdagangan untuk lebih dapat mengelola dan mengoptimalkan 
penerimaan daerah melalui retribusi pasar tersebut. Pada awalnya, 
pembayaran retribusi pasar dilakukan secara manual dimana petugas 
penarik retribusi berjalan berkeliling pasar untuk memungut retribusi dari 
pedagang kemudian pedagang diberikan karcis sebagai tanda bukti 
pembayaran retribusi. Namun, pemungutan retribusi pasar secara manual 
dinilai kurang efektif dan berpotensi terjadinya kebocoran keuangan. Oleh 
karena itu, Pemerintah Kota Surakarta berupaya untuk dapat meningkatkan 
pelayanan retribusi pasar kepada masyarakat melalui pemanfaatan 
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teknologi, yaitu dengan pemberlakuan retribusi pasar secara elektronik 
atau e-retribusi pasar.  
 E-retribusi pasar merupakan suatu sistem informasi manajemen 
retribusi pasar untuk Dinas Perdagangan dan bekerjasama dengan 
perbankkan. Kebijakan e-retribusi pasar ditetapkan berdasarkan Surat 
Keputusan Walikota Surakarta Nomor 974/65.2/1/2016. Tujuan dari 
kebijakan e-retribusi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas dalam pemungutan dan pembayaran retribusi pasar di Kota 
Surakarta. Kebijakan e-retribusi pasar ini akan diterapkan di 44 pasar 
tradisional kota Surakarta dan menjalin kerjasama dengan perbankan, 
antara lain adalah Bank Jateng, Bank BTN, dan Bank BNI. Pasar 
Singosaren menjadi pasar tradisional pertama di kota Surakarta yang 
menerapkan kebijakan e-retribusi pasar dengan pertimbangan bahwa pasar 
Singosaren dianggap lebih siap baik dari sisi administrasi, pedagang, 
maupun teknik pelaksanaannya. Selain itu pasar Singosaren juga menjadi 
penyumbang pendapatan pasar paling besar dibandingkan pasar tradisional 
lain yang ada di Kota Surakarta.  
 Dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi 
dari kebijakan e-retribusi pasar di pasar Singosaren. Pembahasan 
mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan ini dibagi menjadi dua bagian 
yaitu: 
1. Implementasi kebijakan e-retribusi pasar, dengan mengacu pada 
konsep yang dikemukakan oleh Jones, terdapat 3 tahap penting 
79 
 
dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, antara lain: a) 
Pengorganisasian; penetapan implementor, serta sarana prasarana 
kebijakan, b) Interpretasi; penjelasan arah dan tujuan kebijakan 
kepada kelompok sasaran, dan c) Aplikasi; tahap nyata penerapan 
segala rencana proses pelaksanaan kebijakan kedalam bentuk 
realisasi sesungguhnya 
2. Faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pelaksanaan 
kebijakan e-retribusi pasar di pasar Singosaren dengan 
menggunakan empat indikator, yaitu a) Komunikasi; dilihat dari 
komunikasi yang terjalin antarimplementor maupun implementor-
kelompok sasaran, b) Sumber Daya; dilihat dari ketersediaan 
sumber dana dan sumber daya, c) Sikap Pelaksana: dilihat dari 
sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan, dan d) Struktur 
Birokrasi: dilihat dari ketersediaan Standard Operating Procedure 
atau SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.  
  
 Untuk lebih jelasnya, berikut pembahasan secara rinci mengenai 
implementasi kebijakan e-retribusi pasar di pasar Singosaren: 
1. Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar di Pasar Singosaren 
a. Tahap Pengorganisasian 
 Tahap pengorganisasian merupakan tahap untuk menetapkan dan 
menata kembali sumber daya (resource), unit-unit (units), dan metode-
metode (methods) yang mengarah pada upaya mewujudkan 
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(merealisasikan kebijakan menjadi hasil/output) sesuai dengan apa 
tujuan dan sasaran kebijakan. Dalam implementasi kebijakan e-retribusi 
pasar di pasar Singosaren ini, tahap pengorganisasian dilakukan oleh 
Dinas Perdagangan dengan melakukan penawaran kerjasama dengan 
beberapa bank umum serta melakukan koordinasi dengan bank-bank 
tersebut untuk menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk 
mengimplementasikan kebijakan e-retribusi pasar. Sekretaris Dinas 
Perdagangan Kota Surakarta, Bapak Suprapto memberikan pernyataan 
bahwa: 
“jadi, setelah ketetapan diberlakukannya e-retribusi itu, kan 
Dinas Perdagangan yang ditunjuk dan harus bekerjasama 
dengan bank umum sebagai rekening penerima. Dari situ kita 
mulai me-lobby beberapa bank, ternyata yang mau itu dari Bank 
Jateng sama Bank BTN, itu awalnya. Kita ajak kerjasama. 
Setelah itu, kita jalin koordinasi dengan bank untuk kelanjutan 
e-retribusinya bagaimana, kita siapin database-nya pedagang, 
nanti mesin sana yang siapin gitu mbak” (Sumber wawancara 17 
Mei 2018).  
 
Secara lebih rinci, kegiatan pada tahap pengorganisasian dalam 
implementasi kebijakan e-retribusi pasar di pasar Singosaren meliputi: 
1) Penentuan Sumber Daya Manusia yang menjadi Implementor 
  Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 
974/65.2/1/2016 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 
Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
Secara Elektronik, Walikota Surakarta menunjuk Dinas 
Perdagangan Kota Surakarta sebagai implementor kebijakan e-
retribusi pasar.  Lebih spesifiknya lagi, bidang yang ditunjuk 
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sebagai pelaksana kebijakan e-retribusi pasar di seluruh pasar 
tradisional di kota Surakarta adalah Bidang Pengelolaan 
Pendapatan. Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh 
Bapak Suprapto selaku Sekretaris Dinas Perdagangan Surakarta 
yang mengatakan: 
“iya yang ditunjuk Dinas Perdagangan. Hal ini dikarenakan 
memang retribusi itu yang ngurusin sini, baik itu manual 
maupun elektronik seperti sekarang” (Sumber wawancara 
17 Mei 2018). 
 
 Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ibu Susi selaku Kepala 
Bidang Pengelolaan Pendapatan yang mengatakan bahwa: 
“jadi untuk e-retribusi itu kan penanganannya di sini, 
bidang pendapatan ini. Bidang pendapatan ini yang 
mengelola semua pendapatan retribusi, baik yang manual 
maupun elektronik. Kemudian di bidang pendapatan ini kan 
punya Kepala pasar sebanyak 44, punya staff pasar, punya 
tenaga IT yang memonitor baik di pasar maupun dikantor” 
(Sumber wawancara 03 April 2018). 
 
 Setelah menunjuk Bidang Pengelolaan Pendapatan sebagai 
implementor utama, Dinas Perdagangan kemudian melakukan 
penawaran kerjasama ke beberapa bank negara terkait dengan 
pelaksanaan kebijakan e-retribusi pasar. Selama proses penawaran 
kerjasama tersebut, dinas perdagangan tidak mengalami kesulitan 
dalam mengajak beberapa bank negara untuk bekerjasama dalam 
pelaksanaan kebijakan e-reribusi pasar. Hal ini seperti yang 
dikemukakan oleh Bapak Suprapto selaku Sekretaris Dinas 
Perdagangan Kota Surakarta yang mengatakan bahwa: 
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“Selama proses penawaran ke bank itu tidak ada masalah 
mbak. Kan pada dasarnya kebijakan ini menguntungkan 
pihak-pihak yang terlibat.” (Sumber Wawancara 17 Mei 
2018). 
 
Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh pendapat dari Ibu Susi 
selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Dinas 
Perdagangan Kota Surakarta yang mengatakan bahwa: 
“sebelum kita melakukan penawaran ke bank, kita 
persiapkan dulu semuanya dengan baik agar semua pihak 
sama-sama diuntungkan. Kita tawarkan sedemikian rupa 
sampai akhirnya bank mau bekerjasama lalu kita buat MoU 
dan MoA nya bersama.” (Sumber wawancara 03 April 
2018). 
 
Setelah melakukan penawaran kerjasama ke beerapa bank, 
Bank Jateng menjadi bank negara pertama yang mengampu 
pelaksanaan kebijakan e-retribusi di pasar Singosaren. Hal ini 
seperti yang dikemukakan oleh Ibu Susi selaku Kepala Bidang 
Pengelolaan Pendapatan yang mengatakan bahwa: 
“Bank Jateng itu kan bank kas daerah, jadi sebagai kasnya 
Pemkot, kemudian kita kan tidak hanya menawarkan pada 
Bank Jateng saja, tetapi kepada semua bank negara kita 
tawarkan. Kebetulan di tahun pertama itu yang merespon 
kan dari Bank Jateng dan Bank BTN. Jadi tahun 2016 kan 
tahun pertama e-retribusi, ada 2 bank yang mengampu. 
Bank Jateng mengampu pasar Singosaren dan pasar Depok, 
Bank BTN mengampu pasar Gede dan pasar Gilingan” 
(Sumber wawancara 03 April 2018). 
 
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Taufik selaku 
Kepala Seksi Penagihan Bidang Pengelolaan Pendapatan yang 
mengatakan bahwa: 
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“Pada tahun 2016 itu ya 2 bank, bank BTN dan bank Jateng, 
itu yang kemungkinan besar mau diajak bekerja sama. Dari 
2 bank itu karena bank Jateng yang lebih intens dalam 
menanggapi berbagai hal terkait e-retribusi, makanya bank 
jateng yang jalan duluan. Karena kebetulan bank Jateng 
adalah kasda, sehingga tapping hasil uang dari pedagang itu 
otomatis langsung masuk ke kasda” (Sumber wawancara 12 
April 2018). 
  
 Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya dokumen 
perjanjian kerjasama antara Dinas Perdagangan dengan Bank 
Jateng Nomor 974/1.829/IX/2016 Tentang Pungutan Retribusi 
Pasar Secara Elektronik. Perjanjian kerjasama tersebut memuat 
hak-hak dan kewajiban baik bagi Dinas Perdagangan maupun 
Bank Jateng. Beberapa hak dan kewajiban dari Dinas 
Perdagangan dan Bank Jateng antara lain: 
• Hak Dinas Perdagangan : 
1. Menetapkan besaran retribusi pasar sesuai ketentuan 
2. Menerima pembayaran secara bruto 
3. Mendapatkan laporan harian, bulanan dan tahunan hasil 
pemungutan retribusi dari perbankan 
4. Mendapatkan fasilitas cash management system atau 
web monitoring dari perbankkan untuk memonitor 
transaksi penerimaan pembayaran pasar secara online 
real time 
5. Meminta rekonsiliasi pada perbankan bila diperlukan. 
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• Sedangkan Kewajiban Dinas Perdagangan : 
1. Memberi nomor rekening KASDA milik Dinas 
perdagangan pada Bank Jateng Kepada pihak perbankan 
untuk pelimpahan seluruh saldo penerimaan retriusi 
pasar. 
2. Melakukan rekonsiliasi data transaksi harian melalui 
Web Rekonsiliasi sebelum pihak perbankkan melakukan 
pelimpahan dana atas saldo penerimaan retribusi pasar 
3. Melakukan monitoring terhadap rekening penerimaan 
pembayaran retribusi pasar melalui cash manajement 
system yang diberikan oleh pihak perbankan 
4. Melakukan rekonsiliasi data atas pelimpahan dana yang 
dilakukan oleh pihak perbankan setiap hari atau bulanan 
dengan mengacu pada data elektronik,rekening Koran 
harian dan laporan transaksi 
5. Membangun, mengembangkan dan melaksanakan sistem 
pembayaran retribusi pasar dan laporannya. 
• Pihak Perbankan mempunyai Hak: 
1. Mendapatkan database pedagang dan ketetapan retribusi 
pasar 
2. Menerima bantuan Dinas Perdagangan bilamana terjadi 
klaim dari wajib retribusi terhadap data-data sampai 
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dengan terselesainya permasalahan tersebut sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
• Sedangkan kewajiban Pihak Perbankan: 
1. Menerima pembayaran dari para pedagang 
2. Mendebit rekening pedagang sebesar kewajiban retribusi 
pasar dan menyetor setiap penerimaan retribusi pasar ke 
rekening yang dituju oleh Dinas Perdagangan 
3. Melakukan rekonsiliasi data atas pelimpahan dana 
dengan Dinas perdagangan setiap hari /bulan dengan 
mengacu kepada data elektronik ,rekening Koran harian 
dan laporan Transaksi. 
4. Menerbitkan bukti peneriman pembayaran retribusi pasar 
kepada para pedagang 
5. Memberikan fasilitas Cash Manajement System (CMS) 
kepada Dinas Perdagangan atas rekening penerimaan 
6. Melakukan pengembangan dan melaksanakan system 
pembayaran reribusi pasar sesuai dng perkembangan 
system pembayaran retribusi pasar dari dinas 
perdagangan sepanjang tidak bertentangan dengan 
kebijakan dan ketentuan internal pihak perbankan serta 
ketentuan perundang- undangan. 
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7. Menyediakan dan memfasilitasi pemeliharaan sarana 
prasarana bagi terselenggaranya pemungutan dan 
pembayaran retribusi pasar sesuai kebutuhan. 
 
Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Dinas 
Perdagangan Kota Surakarta, lebih khususnya Bidang 
Pengelolaan Pendapatan, ditunjuk oleh Walikota Surakarta 
sebagai implementor dalam kebijakan e-retribusi pasar. Hal ini 
dikarenakan Bidang Pengelolaan Pendapatan merupakan bidang 
yang menerima dan mengelola seluruh pendapatan retribusi, baik 
yang sudah elektronik maupun masih konvensional/manual. 
Selain Bidang Pengelolan Pendapatan, Dinas Perdagangan juga 
menwarkan kerjasama ke beberapa bank negara untuk menjadi 
implementor dalam kebijakan e-retribusi pasar. Di pasar 
Singosaren, bank yang menjadi mitra kerja sama Dinas 
Perdagangan adalah Bank Jateng. Hal ini dikarenakan pada tahap 
awal penerapan kebijakan e-retribusi, Bank Jateng dianggap lebih 
intens dalam menanggapi berbagai hal terkait kebijakan e-
retribusi dibandingkan dengan bank lain, sehingga Bank Jateng 
menjadi bank pertama yang menjalin kerjasama dengan Dinas 
Perdagangan. 
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2) Penentuan Anggaran, Sarana dan Prasarana 
 Aspek lain yang berkaitan dengan tahap pengorganisasian 
adalah penentuan jumlah anggaran serta sarana dan prasarana 
yang akan digunakan sebagai penunjang keberhasilan dalam 
melaksanakan kebijakan. Dalam kebijakan e-retribusi pasar ini, 
seluruh pembiayaan berasal dari perbankan. Pembiayaaan tersebut 
digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana, seperti 
mesin tapping, dan kartu e-retribusi. Hal ini dibuktikan dengan 
dokumen perjanjian kerjasama antara Dinas Perdagangan dengan 
Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta Nomor 
974/1.829/IX/2016 dan Nomor 1562/NT.01.01/002/2016 Tentang 
Pungutan Retribusi Pasar Secara Elektronik di Kota Surakarta 
pasal 4 (4) poin g, yang menyebutkan bahwa pihak Bank Jateng 
berkewajiban untuk menyediakan dan memfasilitasi pemeliharaan 
sarana prasarana bagi terselenggaranya pemungutan retribusi 
pasar sesuai kebutuhan. 
 Selain bukti perjanjian kerjasama tersebut, Ibu Fitia selaku 
Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi Bidang Pengelolaan 
Pendapatan juga membenarkan bahwa seluruh pembiayaan terkait 
pelaksanaan kebijakan e-retribusi ditanggung oleh perbankkan. 
“kita dananya bukan dari APBD mbak, APBD kita nol. Kan 
seluruh pembiayaan dari bank. Dari aplikasi, kartu, mesin, 
bukti struk pembayaran, semua dari bank. Dari kita cuma 
nyediain data pedagang sama ketetapan retribusinya berapa 
gitu” (Sumber wawancara 02 April 2018).  
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Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Susi selaku Kepala Bidang 
Pengelolaan Pendapatan yang mengatakan bahwa: 
“…dari sisi costnya pembiayaannya, kan itu perlu biaya 
tinggi dari bank. Karna semua biaya kan dari bank, dari 
mesin, kartu, maintenance, aplikasi, itu kan harus 
dipersiapkan yang luar biasa dari sisi cost-nya, SDM nya, 
harus menyediakan SDM khusus untuk mengatasi 
maintenacenya, aplikasinya” (Sumber wawancara 03 April 
2018).  
 
Pernyataan tersebut dikuatkan dengan rincian dana yang dibuat 
oleh Dinas Perdagangan sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Rekapitulasi Pembiayaan/Sumber Pendanaan Penerapan Sistem E-Retribusi 
Selama Satu Bulan di Pasar Singosaren 
 
(Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta) 
Dinas Perdagangan berperan dalam menyediakan database 
pedagang beserta ketetapan retribusinya. Hal ini seperti yang 
dikemukakan oleh Bapak Suprapto selaku Sekretaris Dinas 
Perdagangan yang mengatakan bahwa: 
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“Peran Dinas Perdagangan disini sebagai penyedia database 
pedagang, namanya siapa kiosnya nomor berapa, beserta 
ketetapan retribusinya berapa kita yang siapin. Setelah itu 
kita serahkan ke perbankkan untuk ditindaklanjuti dan 
dibuatkan kartu e-retribusinya” (Sumber wawancara 17 Mei 
2018). 
 
Dinas Perdagangan dalam menyediakan database pedagang 
beserta ketetapan retribusi tidak mengalami kesulitan, hanya saja 
harus selalu dilakukan pemutakhiran data pedagang setiap tahun. 
Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Susi selaku Kepala 
Bidang Pengelolaan Penapatan yang mengatakan bahwa: 
“kalau database kita tidak ada, kita database kan sudah ada, 
sejak manual pun database sudah ada. Hanya perlu 
pemutakhiran aja setiap tahun, ada perubahan atau tidak. 
Pemutakhiran data ini yang harus teliti dan hati-hati, karena 
nanti imbasnya ke pembuatan rekening untuk bisa 
mendapatkan kartu e-retribusi. Secara keseluruhan database 
tidak ada masalah. Setelah database kita inputkan ketetapan 
bayar retribusinya” (Sumber wawancara 03 April 2018).  
 
Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa Dinas 
Perdagangan telah melakukan penetapan implementor dalam 
pelaksanaan kebijakan e-retribusi pasar di pasar Singosaren, yaitu 
Bidang Pengelolaan Pendapatan dengan bank yang mengampu 
adalah Bank Jateng. Selain itu, Dinas Perdagangan dan Bank 
Jateng juga telah melakukan koordinasi terkait persiapan 
penyediaan sarana prasarana penunjang keberhasilan pelaksanaan 
kebijakan e-retribusi pasar di pasar Singosaren.  
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Adanya kegiatan penetapan implementor kebijakan, 
anggaran, serta sarana dan prasarana yang telah dilakukan oleh 
Dinas Perdagangan dan Bank Jateng menunjukkan bahwa telah 
dilaksanakannya kegiatan/aktivitas dalam tahap pengorganisasian 
dalam implementasi kebijakan e-retribusi pasar di pasar 
Singosaren. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori 
yang dikemukakan oleh Jones dalam Budiman Rusli (2013), 
bahwa hal yang dilakukan dalam tahap pengorganisasian adalah 
menetapkan dan menata kembali sumber daya, yang dimaksud 
dalam hal ini yaitu dengan cara menetapkan siapa yang akan 
menjadi implementor kebijakan serta koordinasi 
antarimplementor terkait sarana prasarana yang dibutuhkan dalam 
menunjang keberhasilan impelementasi kebijakan e-retribusi 
pasar.  
 
b. Tahap Interpretasi 
 Tahap interpretasi merupakan tahap menjabarkan sebuah kebijakan 
melalui kegiatan interpretasi (penjelasan) terkait substansi dari suatu 
kebijakan kedalam bahasa yang lebih operasional. Dalam implementasi 
kebijakan e-retribusi pasar di pasar Singosaren ini, tahap interpretasi 
dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas 
Perdagangaan bersama dengan Bank Jateng kepada seluruh pedagang 
pasar. Kegiatan sosialisasi dilakukan sebanyak dua kali, yaitu melalui 
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perwakilan paguyuban pedagang pasar dan dengan seluruh pedagang 
pasar secara langsung.  Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Fitia 
selaku Kepala Seksi Pendataan dan Dokumentasi yang mengatakan 
bahwa: 
“untuk sosialisasi itu kita lakukan dua kali mbak. Yang pertama 
dengan paguyuban dulu. Kemarin yang ngasih materi dari Bank 
Jateng dan Dinas Perdagangan sendiri. Setelah itu sosialisasinya 
ditambah dengan pedagang. Dalam sosialisasi itu ditekankan 
bahwa sistem e- retribusi akan diterapkan di semua pasar, 
menjelaskan kelebihan e-retribusi, cara menggunakannya 
gimana, kelebihannya dibanding manual apa (Sumber 
wawancara 02 April 2018). 
 
Sosialisasi kebijakan e-retribusi dilakukan pertama kali pada 
tanggal 02 Agustus 2016 yang dilaksanakan di Balaikota Surakarta. 
Sosialisasi tersebut dihadiri oleh seluruh paguyuban pedagang pasar 
tradisional kota Surakarta. Melalui pemahaman dari paguyuban 
pedagang tersebut akan diteruskan ke pedagang pasar. Hal tersebut 
seperti yang disampaikan oleh Bapak Taufik selaku Kepala Seksi 
Penagihan Bidang Pengelolaan Pendapatan yang mengatakan bahwa: 
“Memang pembagian sosialisasi kami ada dua tahap, yang 
pertama dengan tokoh-tokohnya dulu. Jadi paguyubannya kita 
sosialisasikan dulu supaya mereke mem-breakdown ke 
pedagang-pedagangnya, nanti pada waktu kita sosialisasi pada 
pedagang udah tau sedikit banyak permasalahannya.” (Sumber 
wawancara 12 April 2018). 
 
Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Puguh selaku 
paguyuban pedagang di pasar Singosaren yang mengatakan: 
“…terus masalah sosialisasi ke pedagang memang dari 
paguyuban turun ke pedagang langsung. Dan waktu itu juga, 
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pertama kali diterapkan itu di pasar Depok sama sini, tapi 
launching yang besar-besaran itu dilakukan di pasar Gede” 
(Sumber wawancara 01 Mei 2018). 
 
Sedangkan untuk sosialisasi yang kedua, dilakukan pada tanggal 
24 Agustus 2016 kepada seluruh pedagang serta sosialisasi tersebut 
juga dilaksanakan di Balaikota Surakarta. Selama selang waktu kurang 
lebih 3 minggu, yaitu dari 02-24 Agustus 2016, Bapak Puguh selaku 
paguyuban pedagang pasar beserta wakil-wakilnya turun langsung 
untuk memberikan pemahaman kepada para pedagang terkait kebijakan 
e-retribusi. Sehingga ketika seluruh pedagang diundang ke Balaikota 
untuk menerima sosialisasi kedua terkait kebijakan e-retribusi, mereka 
tidak akan kesulitan dalam memahami materi yang diberikan. Hal ini 
seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sukadi selaku Kepala Pasar 
Singosaren yang mengatakan bahwa mengatakan: 
“dari paguyuban itu disampeinnya juga perwakilan mbak, terus 
petugas saya juga ngasih tau satu-satu secara langsung. Kan ada 
duakali sosialisasinya, jaraknya sekitar 2-3 minggu. Selama 
waktu itu kita terus kasih tahu, kita kasih pengertian kalau 
bayarnya sudah tidak cash tapi secara elektronik lewat mesin 
gitu. Habis itu semua diundang balaikota. Paguyuban ada, 
pedagang ada, semua di balkot.” (Sumber wawancara 09 April 
2018). 
 
Pernyataan tersebut dikuatkan oleh pendapat dari Ibu Susi selaku 
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan yang mengatakan bahwa: 
“beberapa tahap itu kita tahap awal itu kita sosialisasikan kepada 
paguyuban pengurus gitu, jadi pedagang-pedagang yang 
berpengaruh di pasar tersebut itu kita berikan suatu pemahaman, 
kita ambil dulu tokoh-tokohnya yang bisa mempengaruhi 
memberi pemahaman ke pedagang-pedagang yang lain. Kita 
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sosialisasikan kita pahamkan modalnya seperti apa, manfaatnya 
seperti apa, kita sampaikan. Dan setelah itu kita sosialisasikan 
ke seluruh pedagang. Pada semua pedagang itu mereka kan 
sudah disosialisasi oleh pengurus-pengurus, jadi kan ketika kita 
undang di pemkot mereka sudah paham” (Sumber wawancara 
03 April 2018). 
 
Ibu Rini selaku penjual handphone di pasar Singosaren juga 
memberikan pernyataan sebagai berikut: 
“kita dulu diundang juga kok mbak, ke Balaikota. Kalau 
kesulitan sih nggak ada, yang dijelasin pas di Balaikota kan 
sama, sama yang dikasih tau sama anak-anaknya Pak Puguh” 
(Sumber wawancara 27 April 2018).  
 
 
Materi yang diberikan waktu kegiatan sosialisasi baik kepada 
paguyuban pedagang maupun kepada seluruh pedagang pasar antara 
lain keuntungan dari adanya kebijakan e-retribusi, bagaimana 
menggunakan kartu e-retribusi, dan bagaimana perbandingannya 
dengan pemungutan retribusi secara manual. Materi tersebut 
disampaikan dalam bentuk slide power point agar dapat memudahkan 
para pedagang dalam memahami materi. Hal tersebut seperti yang 
disampaikan oleh Ibu Fitia selaku Kepala Seksi Pendataan dan 
Dokumentasi yang mengatakan bahwa: 
“Dalam sosialisasi itu ditekankan bahwa sistem e- retribusi akan 
diterapkan di semua pasar, menjelaskan kelebihan e-retribusi, 
cara menggunakannya gimana. Kalau medianya kita pakai 
power point biar lebih mudah dipahami sama pesertanya.” 
(Sumber wawancara 02 April 2018). 
 
Meskipun kegiatan sosialisasi dilakukan secara bertahap, mulai 
dari Dinas Perdagangan ke paguyuban, kemudian dari paguyuban ke 
94 
 
pedagang pasar dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah 
dipahami, masih terdapat hambatan dalam pelaksanan kegiatan 
sosialisasi kebijakan e-retribusi. Hambatan tersebut adalah tidak semua 
pedagang pasar hadir dalam kegiatan sosialisasi. Hal ini seperti yang 
dikemukakan oleh Bapak Puguh selaku Paguyuban Pedagang Pasar 
Singosaren yang mengatakan bahwa: 
“mungkin karena mereka sudah paham lewat saya dan staff 
pasar jadi nggak bisa datang, atau memang ada keperluan lain 
yang lebih mendesak” (Sumber wawancara 01 Mei 2018).  
 
Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Doni yang memiliki 
kios untuk menjual dan servis jam yang mengatakan bahwa: 
“kan udah dikasih tahu sama Pak Puguh mbak, jadi sudah 
paham” (Sumber wawancara 21 April 2018) 
 
Ibu Evy selaku pedagang di pasar Singosaren juga memberikan 
pernyataan: 
“saya dulu nggak ikut mbak, nanya aja sama Pak Puguh atau 
pedagang lain yang ikut” (Sumber wawancara 21 April 
2018). 
 
 
Dari hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa 
Dinas Perdagangan bersama dengan Bank Jateng telah melaksanakan 
sosialisasi kebijakan e-retribusi pasar kepada seluruh pedagang pasar, 
meskipun dalam pelaksanaannya tidak semua pedagang dapat 
menghadiri kegiatan tersebut. Adanya kegiatan sosialisasi kebijakan e-
retribusi pasar kepada kelompok sasaran menunjukkan bahwa telah 
terlaksananya tahap interpretasi pada implementasi kebijakan e-retribusi 
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pasar. Hal ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Jones 
dalam Budiman Rusli (2013) bahwa, dalam tahap interpretasi kebijakan 
dilakukan proses pemahaman kepada kelompok sasaran melalui 
kegiatan interpretasi (penejelasan) mengenai substansi dari kebijakan 
yang akan diterapkan, sehingga baik pelaku maupun kelompok sasaran 
dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan 
sasaran kebijakan tersebut. Hal tersebut juga dapat dilihat dengan 
adanya dokumentasi yang telah dihimpun oleh Dinas Perdagangan 
berikut: 
Gambar 4.2 
Sosialisasi Kebijakan E-Retribusi dengan Paguyuban Pedagang 
Pasar Tradisional Kota Surakarta 
 
(Sumber: Dokumentasi Dinas Perdagangan Kota Surakarta) 
 
Gambar 4.3 
Sosialisasi Kebijakan E-Retribusi dengan Pedagang Pasar 
 
   
(Sumber: Dokumentasi Dinas Perdagangan Kota Surakarta) 
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c. Tahap Aplikasi  
 Tahap aplikasi merupakan tahap nyata penerapan segala rencana 
proses pelaksanaan kebijakan kedalam bentuk realisasi yang 
sesungguhnya. Tahap aplikasi dalam implementasi kebijakan e-retribusi 
pasar di pasar Singosaren dimulai dari pembuatan rekening, 
pembayaran di mesin tapping, top up kartu, serta monitoring yang 
dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Bank Jateng. Bapak Sukadi 
selaku Kepala Pasar Singosaren memberikan pernyataan sebagai 
berikut: 
“kalo aplikasinya pas realisasi pertamanya nabung di 
rekening dulu, terus di tapping, abis itu dapet bukti struk 
pembayaran. Nanti kalau saldonya habis nabung lagi di 
BPD. Dari sini staffnya memonitoring siapa yang belum 
bayar baru dioyak-oyak buat bayar biar ndak sampe 
dikasih surat peringatan. Kan awalnya juga semua 
pedagang dikasih surat edaran mbak jadi yaa sedikit paling 
5-10 orang gitu yang males dan nunggak  tapi tetep bayar 
juga” (Sumber wawancara 09 April 2018).  
 
Secara lebih rinci, tahap aplikasi dalam implementasi kebijakan e-
retribusi pasar di pasar Singosaren adalah sebagai berikut:  
1. Pembuatan Rekening 
 Sebelum melakukan pembayaran retribusi secara 
elektronik, seluruh pedagang di pasar Singosaren harus 
membuka rekening bank di Bank Jateng. Jenis produk 
tabungannya adalah Simpeda Hipprada yang dilengkapi dengan 
kartu e-retribusi. Kartu tersebut lah yang akan digunakan 
pedagang untuk membayar e-retribusi pasar. Dalam tahap 
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pembuatan rekening ini, dilakukan bersamaan dengan tahapan 
sosialisasi kebijakan, dengan kata lain pembuatan rekening 
dilakukan sebelum kebijakan e-retribusi diresmikan. Hal ini 
seperti yang diungkapkan oleh Ibu Susi selaku Kepala Bidang 
Pengelolaan Pendapatan yang mengatakan bahwa: 
“kita sudah database, sudah kita ketetapan, sudah 
kita kirim ke bank, sambil bank itu memproses di 
aplikasinya, kita masuk ke pedagang bersama-sama 
dengan bank untuk buka rekening. Jadi prosesnya 
bersamaan gitu. Pembuatan rekeningnya secara 
kolektif. Nantikan terbit buku, setelah itu kartu, 
kemudian tapping” (Sumber wawancara 03 April 
2018). 
 
Namun pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan 
beberapa pedagang, salah satunya adalah Bapak Mulawarman 
selaku pedagang yang menjual aksesoris handphone yang 
mengatakan bahwa: 
“oh kalau buat rekening itu pas udah ada mesinnya 
mbak, setelah diresmikan baru buat tabungan di 
Bank Jateng” (Sumber wawancara 21 April 2018). 
 
Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh pedagang yang lain, 
yaitu Bapak Doni yang memiliki kios untuk menjual dan servis 
jam yang mengatakan bahwa: 
“kita buatnya pas udah diresmikan mbak, pas udah 
dapet surat edaran dari Walikota buat bayar di 
mesin. Pas buat itu…apa.. e… uangnya diatas 
bayarnya retribusi berapa, harus disisain gitu 
intinya.” (Sumber wawancara 21 April 2018).  
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Kedua pernyataan pedagang tersebut dibuktikan dengan 
adanya Surat Edaran Nomor 974/2.048/X/2016 kepada 
pedagang di pasar Singosaren tentang pelaksanaan e-retribusi di 
pasar Singosaren. Surat tersebut diterbitkan pada tanggal 06 
Oktober 2016. Surat Edaran tersebut diberikan kepada pedagang 
pasar Singosaren beserta form pengisian data diri dari Bank 
Jateng untuk selanjutnya dibuatkan rekening bank secara 
kolektif. Hal tersebut membuktikan bahwa pembuatan rekening 
baru dilakukan setelah satu bulan kebijakan e-retribusi 
diresmikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Puguh 
selaku paguyuban pedagang pasar Singosaren yang mengatakan 
bahwa: 
“sebelum mbak. Jadi, diwajibkan bikin rekening dulu. 
Jadi kan memang masa transisi itu nggak selalu langsung 
brek gitu lho, jadikan butuh proses, semuanya butuh 
proses. Memang semuanya ya maklum dengan keadaan. 
Karena kan persiapan dari Banknya sendiri bikin 
kartunya, bahkan ada beberapa konter yang mungkin 
datanya belum valid, itu kan otomatis harus perubahan 
data lagi, proses balik nama itu yang emang agak molor” 
(Sumber wawancara 01 Mei 2018).  
 
Terdapat kendala dalam proses pembuatan rekening e-
retribusi pelayanan pasar. Kendala tersebut adalah pedagang 
pasar yang memiliki kios lebih dari satu mempermasalahkan 
tentang diwajibkannya membuka atau membuat rekening 
sejumlah kios yang dimiliki. Hal ini seperti yang termuat dalam 
berita Jatengpos, melalui wawancara dengan Bapak Daud 
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Mohandas selaku pedagang di pasar Singosaren yang 
mengatakan bahwa: 
“saya buat 4 rekening e-retribusi pelayanan pasar. Total 
retribusi yang dibayarkan sebulan Rp. 812.000. setiap 
rekening saya setori Rp. 200.000 dulu. Sebenarnya tidak 
masalah ada perubahan sistem pembayaran ini, tapi kalau 
satu kios satu kartu merepotkan nanti setor ke bank.” 
(Sumber Jatengpos.com). 
 
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Haikal Nahdi 
bahwa: 
“saya pikir satu rekening bisa digunakan untuk beberapa 
SHP yang pemiliknya sama. Kalau satu rekening, satu 
SHP, itu bertele-tele” (Sumber Jatengpos.com).  
 
Bapak Sukadi selaku Kepala Pasar Singosaren memberikan 
pernyataan bahwa: 
“memang waktu pembuatan rekening dulu ada beberapa 
pedagang yang protes. Tapi itu sebenere alesan pedagang 
kok mbak. pedagang alesannya gini-gini ini itu tapi ya 
biasa tetep bisa jalan e-retnya sampai sekarang. Jadi 
sebenere sama aja mau manual atau tidak bayar e-retnya 
sama. 1 kios 1 kartu, punya banyak kios ya banyak kartu. 
Kan juga di kartunya dikasih nomor mbak” (Sumber 
wawancara 09 April 2018).  
 
Oleh karena itu, pengelola pasar Singosaren memberikan 
pengertian kepada para pedagang dan mengakibatkan proses 
pembuatan rekening secara kolektif tersebut tidak memenuhi 
target yang telah ditentukan. Hal tersebut seperti yang 
dikemukakan oleh Bapak Sukadi selaku Kepala Pasar 
Singosaren yang mengatakan bahwa: 
100 
 
“Akhirnya kita kasih pengertian pelan-pelan. Kita kasih 
tau untuk tiap satu minggu sekali akan ada petugas bank 
yang datang untuk melayani pedagang yang mau 
nabung” (Sumber wawancara 09 April 2018). 
 
Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh Bapak Puguh selaku 
Paguyuban Pedagang Pasar Singosaren yang mengatakan 
bahwa: 
“dulu karena ada beberapa pedagang nggak ikut 
sosialisasi yang kedua, jadinya informasi yang diterima 
nggak maksimal. Akhirnya kita kasih tau lagi, tapi 
karena hal itu yang tadinya sehari seharusnya bisa dapat 
30 rekening ternyata targetnya tidak terpenuhi.”  
(Sumber wawancara 01 Mei 2018). 
 
Setelah pihak bank membuatkan rekening kepada 
pedagang secara kolektif, maka para pedagang akan menerima 
buku tabungan beserta kartu e-retribusi. Kartu e-retribusi 
memuat nama pedagang, nomor kartu e-retribusi, serta nomor 
kios milik pedagang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
gambar berikut:  
   Gambar 4.4 
    Buku Tabungan dan Kartu E-Retribusi Pasar 
 
     
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diambil 
kesimpulan bahwa, para pedagang sebelum menggunakan kartu 
101 
 
e-retribusi untuk pelayanan pemabayaran retribusi pasar, 
terlebih dahulu harus membuat rekening di Bank Jateng 
sejumlah kios yang dimiliki. Seharusnya pembuatan rekening 
dilakukan sebelum kebijakan e-retribusi diresmikan, namun 
dalam kenyataannya pembuatan rekening justru dilakukan 
setelah kebijakan tersebut diresmikan. Hal ini dikarenakan 
belum siapnya sarana prasarana pendukung terlaksananya 
kebijakan e-retribusi pasar, seperti kartu e-retribusi, data 
pedagang yang belum valid karena proses balik nama kios yang 
memakan waktu cukup lama.   
Terdapat kendala dalam pembuatan rekening untuk 
layanan retribusi pasar yaitu pedagang pasar yang memiliki kios 
lebih dari satu mempermasalahkan tentang diwajibkannya 
membuka atau membuat rekening sejumlah kios yang dimiliki. 
akibatnya proses pembuatan rekening secara kolektif tidak 
memenuhi target.  
2. Pembayaran di mesin tapping 
 Setelah para pedagang memiliki buku tabungan dan kartu e-
retribusi, maka pedagang sudah dapat melakukan pembayaran di 
mesin tapping yang telah disediakan. Pembayaran pada mesin 
tapping ini dilakukan dengan cara pedagang menempelkan kartu 
e-retribusi yang mereka miliki pada mesin yang telah 
disediakan. Kemudian pada mesin tersebut akan ditampilkan 
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identitas pedagang beserta ketetapan retribusi yang harus 
dibayarkan. Bapak Suprapto selaku Sekretaris Dinas 
Perdagangan memberikan pernyataan bahwa: 
“untuk proses pembayarannya, lewat kartu yang 
dimiliki pedagang itu cukup ditempel pada mesin 
yang disediakan. Kemudian dari mesin akan 
ditampilkan identitas pedagang pemilik kartu beserta 
besarna retribusinya berapa” (Sumber wawancara 17 
Mei 2018).  
 
Pernyataan tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan dari 
Bapak Sukadi selaku Kepala Pasar Singosaren yang mengatakan 
bahwa: 
“Tappingnya juga ndak susah, cuma ditempel di 
mesin gitu aja saldonya udah langsung kepotong. 
Nanti kalau saldonya habis nabung lagi di BPD” 
(Sumber wawancara 09 April 2018). 
 
  Meskipun demikian, terdapat permasalahan dalam 
pembayaran pada mesin tapping, yaitu masih ada ada pedagang 
yang tidak melakukan tapping sendiri pada mesin tapping 
melainkan menitipkannya pada staff pasar. Ibu Nita selaku staff 
pasar yang bertugas memonitoring kebijakan e-retribusi 
mengatakan bahwa: 
“Disini nggak boleh ikut campur masalah 
pembayaran gitu gitu. Pegang uang dari pedagang 
aja nggak boleh. Jadi harus pedagangnya sendiri 
yang ke Bank buat bayar. Tapi kalau tappingnya aja 
sih nggak masalah dititipin, kan nanti struknya juga 
dikasihin ke mereka.” (Sumber wawancara 30 April 
2018). 
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Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan dari Bapak 
Supri selaku petugas pasar yang turun langsung ke lapangan 
yang mengatakan bahwa: 
“ada, yaa pokoknya pedagang itu tahunya harus 
bayar pakai kartu, kalau dia ndak bisa pokoknya 
minta tolong dibantuin gitu aja, nanti kartunya 
dititipkan saya. Setelah Saya bantu, bukti 
pembayarannya itu saya serahkan kepada mereka” 
(Sumber wawancara 09 April 2018). 
 
Pembayaran e-retribusi pasar dilakukan satu bulan 
sekali. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sukadi 
selaku Kepala Pasar Singosaren yang mengatakan bahwa: 
“iya bulanan, tapi disini tiap seminggu sekali mobil 
standby disini. Mobil itu lo mbak BPD. Buat bayar 
itu pedagangnya bayar dulu semacam menabung 
gitu terus uangnya masuk ke rekening otomatis ke 
kartunya mereka, terus habis itu tapping di mesin 
deket eskalator itu” (Sumber wawancara 09 April 
2018).  
 
Pernyatan tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Nita, selaku 
pegawai pasar yang melakukan monitoring e-retribusi pasar, 
bahwa: 
“saya nggak pakai tanggal sih. Ya tergantung juga 
sih mbak, soalnya kan di pasar Singosaren itu 
bulanan, kalo pasar lain kan harian, yang harian itu 
yang pusing” (Sumber wawancara 30 April 2018). 
 
Pendapat Ibu Evy selaku pemilik salah satu kios di pasar 
Singosaren mengatakan bahwa: 
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“pembayarannya dilakukan sebulan sekali mbak, 
bebas kadang tanggal awal kadang akhir, kalau saya 
milih di awal soalnya enak ndak kepikiran” (sumber 
21 April 2018). 
 
Beberapa pernyataan diatas dapat dibuktikan dengan data 
rekapitulasi bahwa pembayaran pelayanan retribusi pasar dapat 
dilakukan satu bulan sekali tanpa memiliki tanggal tertentu 
sebagai tenggat pembayarannya sebagai berikut: 
Tabel 4.4 
Rekapitulasi Penerimaan E-Retribusi Pasar Bulan November 2017 
Pasar Singosaren 
No Nama Pedagang Ketetapan Tanggal Tanggal 
Setor 
Jumlah 
setoran 
1 Moh Noor Badres 154.890 01-10-2017 
01-11-2017 
10-11-2017 309.780 
2 Fungky Isworo 386.100 01-07-2017 
01-08-2017 
01-09-2017 
01-10-2017 
01-11-2017 
10-11-2017 1.930.500 
3 Intan Cahaya 303.790 01-11-2017 11-11-2017 303.790 
4 Eddy Sasmita 131.690 01-11-2017 17-11-2017 131.690 
5 Maya Hadasah 146.150 01-10-2017 
01-11-2017 
17-11-2017 292.300 
6 Maidah Noor 
Aftania 
160.630 01-08-2017 
01-09-2017 
01-10-2017 
01-11-2017 
20-11-2017 642.520 
7 Jenny Indah 
Puspita 
149.150 01-05-2017 
01-06-2017 
01-07-2017 
01-08-2017 
01-09-2017 
01-10-2017 
01-11-2017 
23-11-2017 1.044.050 
8 Sri Sunarni 147.910 01-11-2017 24-11-2017 147.910 
9 Suratri Ningsih 131.690 01-11-2017 24-11-2017 131.690 
10 Yunaldi Efendy 142.670 01-11-2017 24-11-2017 142.670 
 (Sumber: Pengelola Pasar Singosaren) 
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 Setelah membayar pada mesin tapping, pedagang akan 
menerima struk sebagai bukti pembayaran serta retribusi akan 
langsung masuk ke Kas Daerah. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan dari Bapak Taufik selaku Kepala Seksi Penagihan 
Bidang Pengelolaan Pendapatan yang mengatakan bahwa: 
“Karena kebetulan bank jateng adalah kasda, sehingga 
tapping hasil uang dari pedagang itu otomatis langsung 
masuk ke kasda” (Sumber wawancara 12 April 2018). 
 
Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh Ibu Fitia selaku 
Kepala Seksi Bidang Pendataan dan Dokumentasi Bidang 
Pengelolaan Pendapatan yang mengatakan bahwa: 
“ini yang melatarbelakangi transparansi kebijakan 
publik. Dadi kan semua penerimaan retribusi kalau 
lewat itu kan langsung masuk ke kasda. Kalau manual 
kan harus nunggu laporan dulu dari petugas. Kan 
misale ditarik berapa, terus nanti disetronya berapa 
ngontrolnya agak susah. Kalau sudah pakai ini 
ditariknya segini masuknya ya langsung gitu” (Sumber 
wawancara 02 April 2018)  
 
Bukti pembayaran yang diterima pedagang memuat 
nama pedagang, nomor kartu pedagang, besarnya retribusi 
yang harus dibayar, waktu transaksi, serta sisa saldo pada kartu 
e-retribusi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
berikut:  
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Gambar 4.5 
Struk Bukti Pembayaran E-retribusi Pasar 
 
(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
3. Top Up Kartu 
 Top up kartu merupakan layanan yang diberikan oleh Bank 
Jateng berupa setoran tabungan dari pedagang pasar untuk 
keperluan retribusi pasar. Pelaksanaan top up kartu dilakukan 
secara langsung di pasar Singosaren dan dilakukan satu minggu 
sekali, yaitu pada hari Jumat. Pihak Bank Jateng akan datang ke 
pasar Singosaren untuk melayani pedagang yang ingin 
menabung. Hal ini diharapkan dapat memudahkan pedagang 
karena mereka tidak perlu datang ke Bank Jateng secara 
langsung. Ibu Evy selaku pemilik salah satu kios di pasar 
Singosaren memberikan pernyataan: 
“jadi kalo enaknya pake elektronik itu, meskipun 
suruh nabung di bank tapi ya kita nggak perlu ke 
banknya langsung. Setiap seminggu sekali, hari 
jumat gitu ada petugas yang dateng suruh nabung” 
(Sumber wawancara 21 April 2018).  
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Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Sukadi selaku 
Kepala Pasar Singosaren yang mengatakan bahwa: 
“disini tiap seminggu sekali mobil standby disini. Mobil 
itu lo mbak BPD. Buat bayar itu pedagangnya bayar dulu 
semacam menabung gitu terus uangnya masuk ke 
rekening otomatis ke kartunya mereka.”  (Sumber 
wawancara 09 April 2018). 
 
Tidak ditemukan kendala yang cukup berarti dalam 
aktivitas top up kartu. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak 
Supri selaku petugas pasar yang turun langsung ke lapangan 
yang mengatakan bahwa: 
“kalau kendala sih nggak ada ya mbak, kan juga 
pedagangnya nggak direpotin. Malah enak nggak perlu 
ke banknya buat nabung”.(Sumber wawancara 25 April 
2018).  
 
4. Monitoring 
 Setelah selesai dan mendapat bukti pembayaran, hal yang 
harus dilakukan oleh petugas pasar adalah melakukan 
monitoring. Proses monitoring ini merupakan proses melihat 
dan memantau bagaimana jalannya pelaksanaan kebijakan e-
retribusi pasar. Monitoring ini dilakukan oleh Ibu Nita selaku 
salah satu pegawai dipasar Singosaren. Proses monitoring 
dilakukan secara online dengan membuka aplikasi yang telah 
diberikan kepada pegawai pasar beserta ID pasar dan password 
nya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Nita, 
“harus online mbak. Pertama kan saya dikasih 
aplikasinya, terus masuknya lewat ID pasar yang juga 
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dikasih ke saya. Kan tiap pasar beda-beda, yang di Bank 
Jateng kan sekarang ada 6 pasar, jadi ya pakai 6 ID.” 
(Sumber wawancara 30 April 2018).  
 
Monitoring ini dilakukan setiap hari, mengingat sistem 
pembayaran yang dilakukan di pasar Singosaren adalah bulanan, 
dan tidak menentu pada tanggal berapa pedagang pasar akan 
membayar e-retribusi. Meskipun demikian, pihak pengelola 
pasar Singosaren selalu menghimbau kepada seluruh pedagang 
untuk membayar retribusi pasar sebelum tanggal 20, hal ini 
dikarenakan mesin tapping yang selalu error setiap tanggal 
akhir bulan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Nita: 
“tergantung mbak, kan jatahnya mobil yang keliling itu 
lho, kan hari jumat, jadi nggak tentu. Tapi dari sini sih 
udah bilangin kalau bisa sebelum tanggal 20 itu sudah 
bayar, soalnya mesin e-retribusi itu, khusus Bank 
Jateng akhir bulan itu sering error” (Sumber 
wawancara 30 April 2018). 
 
Hasil dari monitoring tersebut tidak hanya diberikan 
kepada Dinas Perdagangan, Ibu Nita selaku pegawai pasar yang 
melakukan monitoring e-retribusi juga memberikan laporannya 
kepada Kepala Pasar untuk ditindaklanjuti. Kemudian dari 
Kepala Pasar akan melimpahkannya kepada Bapak Supri selaku 
petugas pemungut retribusi untuk terjun ke pasar dan 
mengingatkan pedagang yang belum membayar e-retribusi 
untuk segera membayar.  Hal ini seperti yang dikemukakan oleh 
Bapak Sukadi selaku Kepala Pasar yang mengatakan: 
109 
 
“Di pasar Singosaren termasuk lancar kok mbak, sebab 
petugas disini itu termasuk saya kalau ada yang 
nunggak-nunggak, kan dicek sama Mbak Nita di 
monitoring gitu, langsung dilaporin. “Pak Lurah ini 
pedagang yang belum bayar” gitu. Nanti selanjutnya 
saya minta mas Supri supaya ditegur, diingatkan. Di 
sini tinggal petugasnya mbak yang ngecek tiap bulan. 
Siapa saja yang belum bayar” (Sumber wawancara 09 
April 2018).  
 
Pernyataan tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Supri selaku 
petugas pasar yang turun langsung ke lapangan yang 
mengatakan bahwa: 
“saya nunggu laporan dulu dari mbak Nita, “Pak ini ada 
pedagang akhir bulan ternyata masih ada yang belum”, 
langsung saya datangi pedagangnya secara langsung” 
(Sumber wawancara 25 April 2018). 
 
Permasalahan dalam proses monitoring ini adalah 
mesin tapping yang terletak di dekat eskalator pasar Singosaren 
tidak langsung dapat menampilkan siapa saja pedagang yang 
belum membayar retribusi, sehingga petugas harus meminta 
laporan terlebih dahulu baru memperingatkan pedagang untuk 
segera membayar. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang 
disampaikan oleh Ibu Nita selaku pengelola pasar yang bertugas 
untuk memonitoring kebijakan e-retribusi, mengatakan bahwa: 
“Kalau mesin dibawah kan nggak bisa langsung 
kelihatan siapa yang belum bayar, harus lewat aplikasi. 
Ini kalau diklik bulan yang kita ingin tahu (menunjuk 
pada bagian rekapitulasi). Dari sini akan kelihatan siapa 
yang belum bayar. Kalau disini masih ada nominal brati 
dia belum bayar (menunjuk monitor). Kalau dia bayar 
melebihi target bulan ini, berarti dia bayar tunggakan 
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bulan sebelumnya. Kalau disisi ini (menunjuk monitor) 
masih 0 berarti dia belum bayar bulan ini aja” (Sumber 
wawancara 30 April 2018).  
 
 Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Bapak Supri selaku pegawai 
pasar yang melakukan monitoring secara langsung ke pedagang 
yang mengatakan bahwa:  
“Kalau dulu kan pas manual kita datangi satu-satu 
untuk segera bayar, jelas kelihatan siapa yang belum 
bayar baru bisa diperingatkan untuk segera bayar. 
Kalau sekarang pakai mesin itu kan harus nunggu 
laporan dulu mbak, jadi ya itu repotnya di kita, harus 
cek dulu baru kasih peringatan” (Sumber wawancara 25 
April 2018). 
 
Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Sukadi selaku 
Kepala Pasar Singosaren yang mengatakan bahwa: 
“Dari sini staffnya memonitoring siapa yang belum 
bayar baru dioyak-oyak buat bayar biar ndak sampe 
dikasih surat peringatan” (Sumber wawancara 09 April 
2018).  
 
 Dilakukannya beberapa kegiatan mulai dari 
pembuatan rekening sampai dengan monitoring kebijakan 
membuktikan bahwa kebijakan e-retribusi sudah dilaksanakan 
sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan oleh Dinas 
Perdagangan Kota Surakarta dengan bekerjasama dengan Bank 
Jateng, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemui 
beberapa kendala. Hal ini juga sudah sesuai dengan teori yang 
dikemukakan oleh Jones dalam Budiman Rusli (2013), bahwa 
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dalam tahap aplikasi adalah tahap merealisasikan rencana 
kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui penyediaan 
pelayanan secara rutin atau lainnya sesuai dengan tujuan 
kebijakan. Dengan demikian, kebijakan e-retribusi pasar bukan 
hanya menjadi sebuah rumusan kebijakan atau penafsiran 
mengenai kebijakan yang abstrak, namun kebijakan e-retribusi 
dapat direalisasikan dan diharapkan mampu menjawab 
permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan retibusi pasar 
yang sebelumnya dilakukan secara manual dan dinilai kurang 
efektif & efisien.  
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Tabel 4.5 
Matriks Proses Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar di Pasar 
Singosaren 
 
No Tahapan Kegiatan Hasil Kendala 
1 Tahap 
Organisasi 
1. Penentuan 
Sumber 
Daya 
Manusia 
yang 
menjadi 
Implementor 
 
 
 
 
 
2. Penentuan 
Anggaran, 
Sarana dan 
Prasarana 
 
Dinas Perdagangan 
menunjuk Bidang 
Pengelolaan Pendapataan 
sebagai implementor 
utama dalam kebijakan e-
retribusi pasar serta 
menjalin kerjasama 
dengan Bank Jateng 
 
 
 
 
Anggaran dalam 
pelaksanaan kebijakan e-
retribusi pasar, termasuk 
penyediaan sarana dan 
prasarana ditanggung oleh 
Bank Jateng,  sedangkan 
Dinas Perdagangan hanya 
menyiapkan database 
pedagang dan ketetapan 
retribusi yang harus 
dibayar. 
 
Tidak ada kendala dalam 
proses penawaran 
kerjasama terkait 
implementasi kebijakan e-
retribusi pasar, karena 
pada dasarnya adanya 
kebijakan ini sama-sama 
menguntungkan bagi 
pihak-pihak yang terlibat. 
 
 
 
Tidak ada kendala selama 
proses pengumpulan 
database pedagang, hanya 
memerlukan ketelitian 
dan kehati-hatian dalam 
melakukan proses 
pemutakhiran data 
pedagang. 
 
2 Tahap 
Interpretasi 
Sosialisasi 
kebijakan e-
retribusi pasar 
Secara formal, sosialisasi 
dilakukan dua kali, yaitu 
dengan paguyuban 
pedagang dan pedagang 
pasar secara langsung. 
Namun selama 
pelaksanaannya, 
sosialisasi terus-menerus 
dilakukakan secara face to 
face 
Beberapa pedagang tidak 
hadir dalam sosialisasi 
karena mengaku sudah 
memahami kebijakan e-
retribusi dari paguyuban 
pedagang 
 
3 Tahap 
Aplikasi 
1. Pembuatan 
Rekening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembuatan rekening 
dilakukan secara kolektif 
di pasar Singosaren. 
Melalui pembuatan 
rekening ini para 
pedagang akan menerima 
kartu e-retribusi yang 
akan mereka gunakan 
untuk membayar rteribusi 
secara elektronik 
 
1. Pembuatan rekening 
baru dilakukan satu 
bulan setelah 
kebijakan e-retribusi 
diresmikan, hal ini 
dikarenakan masa 
transisi dari 
konvensional menuju 
online serta persiapan 
yang kurang optimal  
2. Pembuatan rekenning 
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2. Pembayara
n di mesin 
tapping 
 
 
 
 
 
 
 
3. Top up 
kartu 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Monitoring 
kebijakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembayaran retetribusi 
pasar pada mesin tapping 
dilakukan satu bulan 
sekali dan tidak 
mempunyai tanggal 
tertentu sebagai tenggat 
pembayaran. 
 
 
 
Top up kartu dilakukan 
satu minggu sekali, yaitu 
pada hari Jumat dengan 
sistem jemput bola yang 
dilakuakan oleh Bank 
Jateng dengan maksud 
memudahkan pedagang 
utuk menabung. 
 
 
Monitoring kebijakan 
dilakukan secara online 
oleh pengelola pasar 
Singosaren melalui 
aplikasi yang diberikan 
oleh Bank Jateng. 
secara kolektif tidak 
memenuhi target, hal 
ini dikarenakan 
pengelola pasar harus 
memberikan 
pengertian kepada 
pedagang yang 
memiliki kios lebih 
dari satu sehingga 
waktu pembuatan 
rekening mundur.  
 
 
 
Terdapat beberapa 
pedagang yang tidak bisa 
melakukan tapping kartu, 
sehingga meminta 
bantuan kepada petugas 
pasar dengan menitipkan 
kartu e-retribusi mereka.  
 
 
 
Tidak ada kendala dalam 
proses top up kartu, 
kaarena adanya layanan 
ini memudahkan  
pedagang  dalam 
menambah saldo 
tabungan mereka. 
 
 
 
Mesin tapping tidak dapat 
menampilkan siapa 
pedagang yang belum 
membayar, sehingga 
petugas harus meminta 
laporan terlebih dahulu. 
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2. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan E-
Retribusi Pasar di Pasar Singosaren 
 Dalam implementasi kebijakan e-retribusi pasar di pasar 
Singosaren, tidak terlepas dari adanya beberapa faktor yang 
mempengaruhi, baik itu faktor-faktor yang mendukung maupun yang 
menghambat. Beberapa faktor tersebut dapat dijadikan sebagai indikator 
yang berkontribusi dalam implementasi kebijakan e-retribusi pasar. Oleh 
karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model 
implementasi George C. Edward untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi implementasi kebijakan e-retribusi pasar di pasar 
Singosaren. Faktor-faktor tersebut antara lain komunikasi, sumber daya, 
sikap pelakasana, dan struktur birokrasi. Berikut akan dijelaskan satu 
persatu terkait faktor-faktor tersebut: 
a. Komunikasi 
 Komunikasi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam 
implementasi kebijakam, baik itu antarimplementor, maupun 
antara implementor dengan kelompok sasaran. Setiap 
implementasi kebijakan akan berjalan efektif jika terdapat 
koordinasi yang baik dari masing-masing aktor kebijakan. 
Implementor yang terlibat dalam implementasi kebijakan e-
retribusi pasar di pasar Singosaren ini adalah Bank Jateng dan 
Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Dinas Perdagangan tersebut 
secara langsung membawahi 44 Kepala Pasar tradisional di Kota 
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Surakarta, salah satunya adalah Kepala Pasar Singosaren. 
Komunikasi yang terjalin antarimplementor dalam implementasi 
kebijakan e-retribusi pasar di pasar Singosaren berjalan cukup 
baik dan tidak ada masalah dalam koordinasinya. Hal ini seperti 
yang dikemukakan oleh Bapak Taufik selaku Kepala Seksi 
Penagihan Bidang Pengelolaan Pendapatan, yang mengatakan 
bahwa: 
“alhamdulillah sampai sekarang koordinasi kita baik-
baik saja, dan apabila ada masalah yaa kita cukup dengan 
lewat WA tadi. Melalui grup WA saja sudah bisa 
menuntaskan masalah mbak. Kebetulan tim IT dari bank 
juga masuk di grup, jadi yaa gitu “itu ada masalah di 
mesinnya, tolong ya itu dicek” begitu, “ohh sudah bisa 
silahkan dikabarkan ke petugasnya”, begitu mbak” 
(Sumber wawancara 12 April 2018).  
 
Hal tersebut juga senada dengan pernyataan Ibu Susi selaku 
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan, yang mengatakan 
bahwa: 
“kalau dengan perbankan kita cukup baik koordinasinya. 
Kan kita ada satu grup komunikasi untuk menyelesaikan 
masalah itu ada. Jadi antara Bank, Dinas, Kepala Pasar 
disitu ada. Terus penyedia aplikasinya juga ada. Jadi 
ketika ada problem disitu, langsung segera diatasi” 
(Sumber wawancara 03 April 2018). 
 
Pernyataan tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan dari 
Bapak Supri selaku pegawai pasar yang melakukan monitoring 
secara langsung ke pedagang yang mengatakan bahwa: 
“saya langsung lapor ke pihak bank. Kan ada grup WA 
mbak. Misal ada yang error gitu langsung saya kabari, 
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mesinnya error begitu. Nanti dari sana segera diperbaiki” 
(Sumber wawancara 25 April 2018).  
 
Sedangkan untuk komunikasi antara implementor dengan 
kelompok sasaran juga terjalin dengan baik. Hal ini dibuktikan 
dengan adanya sosialisasi kebijakan e-retribusi kepada 
paguyuban pedagang dan seluruh pedagang secara langsung. 
 Secara formal, kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan 
sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 02 dan 24 Agustus 2016. 
Namun, kegiatan sosialisasi terus menerus dilakukan oleh 
pengelola pasar Singosaren dan paguyuban pedagang secara 
face to face. Pemahaman mengenai kebijakan e-retribusi pasar 
tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi saja, melainkan pada 
tahap pelaksanaannya, pengelola pasar dan paguyuban pedagang 
juga selalu mengingatkan kepada pedagang pasar untuk 
menabung serta membayar retribusi pasar pada mesin yang telah 
disediakan. Kegiatan tersebut dilakukan hampir setiap hari. 
Bapak Taufik selaku Kepala Seksi Penagihan Bidang 
Pengelolaan Pendapatan mengatakan bahwa: 
“...sehingga waktu disosialisasi langsung ke pedagang itu  
nanti akan muncul berbagai pertanyaan nanti akan kami 
sampaikan diasana seperti itu. Itu secara formalnya sih, 
tapi secara informalnya kita terus-menerus 
mensosialisasikannya. Petugas yang dipasar setiap hari 
diusahakan untuk memberi arahan ke pedagnag tentang 
e-retribusi. Jadi selain memonitoring juga memberikan 
sosialisasi secara langsung” (Sumber wawancara 12 
April 2018). 
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Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Sukadi selaku 
Kepala Pasar Singosaren yang mengatakan bahwa: 
“Staff sini juga tiap ketemu selalu mengingatkan untuk 
bayar retribsui lewat mesin deket eskalator itu. Awalnya 
yaa sulit, setelah jalan yaa sudah lancar“(Sumber 
wawancara 09 April 2018).  
 
Bapak Puguh selaku paguyuban pedagang pasar Singosaren juga 
memberikan pernyataan senada bahwa: 
“Dari pasar sendiri. disini kana da pengelola pasarnya, 
yaa Pak Lurah Sukadi, itu juga bserta staff nya juga 
turun, istilahnya face to face lah. Disitu kita sampaikan 
nanti ada e-retribusi. E-retribusi nanti, ketika dia narik 
pungutan retribusi, staffnya pak lurah itu mensosialisasi 
ke pedagangnya langsung, “nanti kedepannya e-retribusi, 
ndak ditarikin seperti ini”” (Sumber wawancara 01 Mei 
2018). 
 
 Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa faktor komunikasi antarimplementor maupun 
antara implementor dengan kelompok sasaran bukan menjadi 
penghambat dalam implementasi kebijakan e-retribusi pasar di 
pasar Singosaren. Hal ini dikarenkan koordinasi 
antarimplementor terjalin dengan baik, serta pendekatan dan 
pengarahan dilakukan secara terus-menerus oleh implementor 
kebijakan kepada kelompok sasaran.   
 
b. Sumber Daya 
 Tersedianya sumber daya yang cukup dan memadai dapat 
menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan suatu 
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kebijakan, termasuk dalam implementasi kebijakan e-retribusi 
pasar di pasar Singosaren. Sumber daya yang digunakan dalam 
implementasi kebijakan e-retribusi pasar antara lain: 
1. Dana 
  Dana yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan 
e-retribusi pasar di pasar Singosaren seluruhnya berasal dari 
bank yang menjalin kerjasama dengan Dinas Perdagangan, 
dalam hal ini adalah Bank Jateng. Dana tersebut 
dikeluarkan untuk menyediakan sarana prasarana sebagai 
penunjang pelaksanaan kebijakan e-retribusi pasar. Oleh 
karena seluruh dana ditanggung oleh perbankkan, Dinas 
Perdagangan menjadi pihak yang diuntungkan karena tidak 
perlu mengeluarkan biaya untuk keperluan pelayanan 
retribusi pasar, salah satunya adalah cetak karcis sebagai 
bukti pembayaran. Namun hal tersebut tidak menjadikan 
Bank Jateng menjadi pihak yang dirugikan, Bank Jateng 
juga menjadi pihak yang diuntungkan karena mendapatkan 
nasabah dari pedagang pasar. Hal tersebut seperti 
pernyataan dari Bapak Suprapto selaku Sekretaris Dinas 
Perdagangan yang mengatakan bahwa: 
“yaa kalau kita diuntungkan mbak, kan tidak perlu 
keluar biaya. Dan Bank Jateng itu jadi CSR nya 
Pemkot Solo jadi ya secara nggak langsung sama-
sama untung” (Sumber wawancara 17 Mei 2018). 
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Pernyataan tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan dari 
Ibu Susi selaku Kepala Bidang Pengelola Pendapatan Dinas 
Perdagangan yang mengatakan bahwa: 
“Kan perbankan ini selaku CSR ya. Jadi sebagai 
mitra CSR pihak Dinas Perdagangan diuntungkan. 
kalau dari perbankan sendiri juga diuntungkan kan 
sudah sejak lama bank jateng ditunjuk jadi mitra 
kerja sama pemkot sebagai kas daerah, keuntungan 
lain ya mereka dapat banyak nasabah karena para 
pedagang pasarnya buka rekening di bank jateng”  
(Sumber wawancara 07 Juni 2018). 
 
2. Sarana dan Prasarana 
 Sarana dan prasarana yang digunakan dalam 
pelaksanaan kebijakan e-retribusi pasar di pasar 
Singosaren antara lain: 
 
a. Mesin Tapping 
  Mesin tapping yang disediakan oleh Bank 
Jateng merupakan mesin Electronic Data Capture 
(EDC) yang berbasis Near Field Communication 
(NFC). Mesin tersebut berbentuk seperti Anjungan 
Tunai Mandiri (ATM), namun khusus untuk 
membayar retribusi. Cara kerja dari alat tersebut 
cukup praktis, pedagang cukup tap di mesin, 
otomatis sudah dapat mengetahui identitas 
pedagang. Mesin kemudian mencetak struk berisi 
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identitas pedagang dan jumlah retribusi yang 
dibayarkan. Di pasar Singosaren disediakan satu 
mesin tapping yang terletak di sebelah eskalator. 
Keberadaan mesin yang hanya satu tersebut tidak 
menjadikan pedagang pasar harus mengantri untuk 
tapping kartu pada mesin, mengingat tidak ada 
tanggal tetap untuk melakukan tapping kartu. Hal ini 
seperti pernyataan dari bapak Puguh selaku 
paguyuban pedagang pasar Singosaren yang 
mengatakan bahwa: 
“Nggak pernah sih ada antrian disini, belum 
pernah saya lihat ada antrian gitu nggak 
pernah. Karena ya itu, semacam ATM kita 
nggak berasa mungkin sehari ada sekitar 50 
pedagang yang tapping bayar, itu kan nggak 
terasa. Karena kan nggak butuh waktu yang 
lama. Cuma nempel kartu lalu dapat bukti 
pembayarannya. Paling nggak sampai 5 
menit” (Sumber wawancara 01 Mei 2018). 
  
Namun keberadaan mesin tapping yang 
hanya ada satu tersebut, sering mengalami error 
ketika pedagang akan melakukan tapping kartu. Hal 
tersebut seperti pernyataan dari Bapak Puguh selaku 
paguyuban pedagang pasar Singosaren yang 
mengatakan bahwa: 
“kendalanya mungkin karena masih awal-
awal yaa mungkin itu tadi, memang butuh 
proses ya mbak ya, mesinnya mungkin masih 
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trial mungkin, jadi berapa kali memang 
mesin disini memang sering di ganti” 
(Sumber wawancara 01 Mei 2018). 
 
Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Ibu Nita 
selaku pegawai pasar yang melakukan monitoring e-
retribusi pasar: 
“Cuma kendalanya tiap akhir bulan itu pasti 
error, terus pedagangnya pada komplain ke 
sini. Kan kita juga udah bilangin, kalau bisa 
bayarnya itu sebelum tanggal 20, kalau 
belum bayar ya itu, akhir bulan pasti susah” 
(Sumber wawancara 30 April 2018). 
 
Bapak Mulawarman selaku pedagang yang menjual 
aksesoris handphone juga mengutarakan 
pendapatnya: 
“saya milih manual mbak. Petugasnya 
datang, kita nggak perlu repot nabung gitu. 
Wong kadang ya mesinnya error, nggak ada 
sinyal gitu kan ya males” (Sumber 
wawancara 21 April 2018). 
 
b. Kartu E-Retribusi 
  Kartu e-retribusi merupakan kartu yang akan 
digunakan oleh pedagang pasar untuk membayar 
retribusi pasar. Kartu tersebut didapat setelah 
pedagang melakukan pendaftaran atau permohonan 
untuk membuka rekening di Bank Jateng. Kartu 
tersebut memuat identitas pedagang serta nomor 
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kios yang ia miliki. Meskipun kebijakan e-retribusi 
pasar sudah mulai diterapkan pada September 2016, 
namun sampai saat ini masih ada pedagang yang 
belum memiliki kartu e-retribusi, yaitu sekitar 23 
pedagang. Penyebab masih adanya pedagang yang 
belum memiliki kartu dikarenakan adanya proses 
balik nama kepemilikan kios oleh para pedagang. 
Proses balik nama kepemilikan kios pedagang 
memerlukan waktu yang cukup lama, begitupula 
proses pembuatan kartu oleh Bank Jateng. Selama 
proses tersebut, pedagang tidak bisa melakukan 
tapping pada mesin karena data-data pada kartu e-
retribusi sudah tidak valid sehingga identitas 
pedagang tidak terbaca pada mesin. Hal ini seperti 
pernyataan Bapak Supri selaku pegawai pasar yang 
melakukan monitoring secara langsung ke pedagang 
yang mengatakan bahwa: 
“disini itu ada kendala, dari awal itu dia 
sudah punya kartu. Ternyata bulan depannya 
dia balik nama menjadi nama orang lain. 
Balik nama ternyata proses kartunya itu juga 
memakan waktu berbulan-bulan” (Sumber 
wawancara 25 April 2018). 
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Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bapak 
Puguh selaku paguyuban pedagang pasar Singosaren 
yang mengatakan bahwa: 
“Karena kan persiapan dari Banknya sendiri 
bikin kartunya, bahkan ada beberapa konter 
yang mungkin datanya belum valid, itu kan 
otomatis harus perubahan data lagi, proses 
balik nama itu yang emang agak molor” 
(Sumber wawancara 01 Mei 2018). 
 
  Adanya pedagang pasar yang melakukan 
proses balik nama kios tersebut juga mengakibatkan 
pegawai yang melakukan monitoring harus bekerja 
dua kali, hal ini seperti pernyataan Ibu Nita selaku 
pegawai pasar yang melakukan monitoring e-
retribusi pasar yang mengatakan bahwa: 
“Susahnya ya karena aku harus ngurutin 
mbak, yang lagi proses balik nama itu aku 
taro di akhir (menunjuk monitor). Ini kan 
yang balik nama ditaruh dibawah sendiri, 
kalau aku copas kan nggak mungkin solanya 
tiap kolom berhubungan dan data ku juga 
urut, jadi ya semacam kerja duakali” 
(Sumber wawancara 30 April 2018). 
 
Berdasarkan pemaparan diatas, faktor sarana 
dan prasarana dalam hal ini adalah mesin tapping dan 
kartu e-retribusi menjadi salah satu faktor yang 
menghambat implementasi kebijakan e-retribusi pasar 
di pasar Singosaren. Hal ini dikarenakan mesin tapping 
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yang sering error ketika pedagang akan melakukan 
tapping kartu. Selain itu adanya proses balik nama 
kepemilikan kios juga mengakibatkan pedagang 
menunggak pembayaran retribusi pasar karena data 
pada kartu e-retribusi tidak valid sehingga tidak 
terdeteksi pada mesin tapping. 
3. Sumber Daya Manusia  
 Sumber daya manusia dalam hal ini adalah aparat 
pelaksana dan pedagang pasar itu. Keduanya memegang 
peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan e-retribusi 
pasar. Aparat pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan e-
retribusi pasar di pasar Singosaren dapat dikatakan sudah 
cukup baik. Hal ini dikarenakan aparat pelaksana dari 
pasar Singosaren mengerti tentang informasi teknologi 
(IT), sehingga waktu diberi pengarahan dari Dinas 
Perdagangan terkait proses monitoring kebijakan e-
retribusi yang harus dilakukan secara online mereka bisa 
langsung memahaminya. Sehingga ketika terjadi 
kesalahan, mereka bisa langsung menyelesaikannya. 
Namun untuk masalah mesin tapping yang error, aparat 
pelaksana dari pasar Singosaren meminta bantuan pihak 
Dinas Perdagangan untuk selanjutnya diteruskan ke 
pihak Bank Jateng agar segera diatasi. Ibu Nita selaku 
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pegawai pasar Singosaren yang melakukan monitoring 
kebijakan e-retribusi memberikan pernyataan bahwa: 
“harus online mbak. Pertama kan saya dikasih 
aplikasinya, terus masuknya lewat ID pasar yang 
juga dikasih ke saya. Kalau ada kesusahan atau 
apa, biasanya aku cari sendiri. Kadang kan ada 
nominal yang nggak nggabung-nggabung, jadi 
harus jeli. Kan namanya sistem nggak mesti 
selalu bener to mbak.” (Sumber wawancara 30 
April 2018).  
 
Bapak Taufik selaku Kepala Seksi Penagihan Bidang 
Pengelolaan Pendapatan juga memberikan pernyataan: 
“Pedagang biasanya komplainnya lewat petugas 
dipasar, pedagang keluhannya apa difoto sama 
petugas dari apa yang ditampilkan mesinnya lalui 
dishare di grup WA tadi, nanti siapa yang 
berwenang langsung memperbaikinya. Dan disini 
Bank Jateng yang punyak kewenangan, lewat 
aplikasi permasalahan tersebut langsung bisa 
diatasi” (Sumber wawancara 12 April 2018). 
 
Pernyataan diatas membuktikan bahwa aparat 
pelaksana bukan menjadi faktor penghambat dalam 
implementasi kebijakan e-retribusi pasar di pasar 
Singosaren. Hal ini dikarenakan aparat pelaksana dari 
pasar Singosaren sudah memahami teknologi, namun 
untuk masalah mesin tapping yang error aparat 
pelaksana juga meminta bantuan kepada aparat 
pelaksana lainnya yang lebih mampu untuk mengatasi, 
dalam hal ini adalah dari pihak Bank Jateng.  
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Sumber daya manusia yang lain yang dapat 
menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan 
kebijakan e-retribusi di pasar Singosaren adalah para 
pedagang pasar. Pedagang pasar memiliki pengaruh yang 
cukup besar terkait kebijakan e-retribusi pasar, hal ini 
dikarenakan sumber penerimaan retribusi berasal dari 
pedagang pasar, sehingga secara tidak langsung akan 
berpengaruh terhadap jumlah penerimaan retribusi pasar, 
apakah akan memenuhi realisasi yang telah ditetapkan 
atau justru mengalami tunggakan dalam penerimaannya. 
Kebijakan e-retribusi pasar akan berjalan dengan baik 
jika para pedagang pasar juga mendukung kebijakan 
tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, para pedagang 
pasar justru lebih memilih melakukan pembayaran 
retribusi pasar secara manual daripada menggunakan 
mesin (secara elektronik). Hal tersebut dibenarkan oleh 
pernyataan dari Bapak Sukadi selaku Kepala Pasar 
Singosaren yang mengatakan bahwa: 
“yaa pertamanya males, dibilang harus tapping sendiri 
gitu males, tapi lama-lama ya jadi kebiasaan. Staff sini 
juga tiap ketemu selalu mengingatkan untuk bayar 
retribusi lewat mesin deket eskalator itu. Awalnya yaa 
sulit, setelah jalan yaa sudah lancar” (Sumber 
wawancara 09 April 2018). 
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Pernyataan senada juga diutarakan oleh Bapak Puguh selaku 
paguyuban pedagang pasar Singosaren yang mengatakan bahwa: 
“kalau itu sih yaa ada yang 1 2 yang seperti itu, cuman 
mau nggak mau, yang namanya teknologi kalau kita 
melawan arus, kita juga ketinggalan. Yaa intinya disitu. 
Ketika dia, “mending enak manual”, oke silahkan 
kalian kalau pilih manual terus, kalaian itu istilahnya 
nggak mau mengikuti teknologi. Kalau melawan 
teknologi, yang ada kalian akan ketinggalan” (Sumber 
wawancara 01 Mei 2018).  
 
Bapak Doni selaku pedagang yang memiliki kios untuk menjual 
dan servis jam memberikan pernyataan: 
“sebenere kalo enaknya ya enak manual mbak, kan kita 
tinggal nunggu di kios petugasnya datang buat narik, 
kalo sekarang harus ke mesin bayar sendiri” (Sumber 
wawancara 21 April 2018). 
 
Bapak Ali Yunan selaku penjual handphone juga turut 
memberikan pernyataan senada: 
“pilih manual mbak, enak nggak perlu ribet nabung 
sama tapping di mesin itu” (Sumber wawancara 23 
April 2018). 
 
Berdasarkan hasil pemaparan diatas, faktor sumber daya 
manusia dapat menjadi faktor pendukung sekaligus penghambat 
kebijakan. Dapat menjadi faktor pendukung karena aparat 
pelaksana sudah memahami teknologi, meskipun untuk masalah 
mesin tapping yang error  mereka juga meminta bantuan kepada 
pelaksana yang lain yang lebih mampu untuk mengatasinya. 
Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan e-
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retribusi pasar di pasar Singosaren adalah pola pikir pedagang 
pasar yang lebih memilih membayar layanan retribusi pasar 
secara manual daripada menggunakan mesin (secara elektronik).   
 
c. Sikap Pelaksana 
 Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam 
pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Para 
pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang 
harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk 
melaksanakannya, tetapi mereka juga harus memiliki keinginan 
untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap pelaksana dalam 
implementasi kebijakan e-retribusi pasar di pasar Singosaren 
dapat dikatakan sudah cukup baik. Sikap pelaksana yang 
mendukung adanya kebijakan e-retribusi pasar ini terlihat mulai 
dari proses sosialisasi kebijakan, yaitu penyampaian maksud dan 
tujuan kebijakan e-retribusi secara terperinci, bahkan 
penjelasannya berlanjut secara terus-menerus saat kebijakan 
telah diresmikan. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh 
Bapak Taufik selaku Kepala Seksi Penagihan Bidang 
Pengelolaan Pendapatan yang mengatakan bahwa: 
“Jadi paguyubannya kita sosialisasikan dulu supaya 
mereka mem-breakdown ke pedagang-pedagangnya, 
nanti pada waktu kita sosialisasi pada pedagang udah tau 
sedikit banyak permasalahannya kan, sehingga waktu 
disosialisasi langsung ke pedagang itu  nanti akan 
muncul berbagai pertanyaan nanti akan kami sampaikan 
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diasana seperti itu. Itu secara formalnya sih, tapi secara 
informalnya kita terus-menerus mensosialisasikannya” 
(Sumber wawancara 12 April 2018). 
  
Bapak Puguh selaku paguyuban pedagang Singosaren juga 
menyampaikan hal senada: 
“disini kan ada pengelola pasarnya, yaa Pak Lurah 
Sukadi, itu juga bserta staff nya juga turun, istilahnya 
face to face lah. Disitu kita sampaikan nanti ada e-
retribusi. E-retribusi nanti, ketika dia narik pungutan 
retribusi, staffnya pak lurah itu mensosialisasi ke 
pedagangnya langsung, “nanti kedepannya e-retribusi, 
ndak ditarikin seperti ini””. (Sumber wawancara 01 Mei 
2018). 
 
Respon dari pelaksana ketika ada permasalahan-
permasalahan selama pelaksanaan kebijakan e-retribusi pasar 
juga cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pendampingan 
dari pengelola pasar Singosaren kepada para pedagang pasar 
yang mengalami kesulitan ketika melakukan tapping pada 
mesin. Selain itu, tindakan pelaksana yang langsung merespon 
komplain pedagang pasar terkait mesin tapping yang error. Hal 
tersebut seperti yang dikemukakan oleh Ibu Nita selaku pegawai 
pasar yang melakukan monitoring kebijakan e-retribusi pasar 
yang mengatakan bahwa: 
“kan pedagangnya kesini, bilang mesinnya error mbak 
gitu, terus ya kami dari petugas langsung telfon ke 
Dinas, “mbak ini mesinnya error, piye? Pedagangku 
gak iso mbayar”, “oke pak nanti kesana segera 
dibenerin”” (Sumber wawancara 30 April 2018).  
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Bapak Supri selaku pegawai pasar yang melakukan monitoring 
secara langsung ke pedagang juga memberikan pernyataan 
senada: 
“saya langsung lapor ke pihak bank. Kan ada grup WA 
mbak. Misal ada yang error gitu langsung saya kabari, 
mesinnya error begitu. Nanti dari sana segera 
diperbaiki” (Sumber wawancara 25 April 2018). 
  
 Namun meskipun demikian, sikap pelaksana terhadap 
pedagang pasar yang menunggak membayar retribusi masih 
kurang tegas. Pedagang pasar yang menunggak membayar 
pelayanan retribusi pasar selain dikarenakan proses balik nama 
kepemilikan kios yang membutuhkan waktu cukup lama juga 
disebabkan oleh sikap mereka sendiri yang menunda-nunda 
untuk membayar retribusi pasar. Hal tersebut seperti yang 
dikemukakan oleh Bapak Sukadi selaku Kepala Pasar 
Singosaren yang mengatakan bahwa: 
“itu kan kadang-kadang males mbak pedagangnya, kan 
makanya petugas yang bolak balik ngecek. Kan 
mesinnya cuma 1 dan pas mau bayar kadang harus 
antri, terus mereka ahh sesuk wae, besuknya antri lagi 
ahh sesuk wae meneh gitu” (Sumber wawancara 09 
April 2018). 
 
Bapak Ali Yunan selaku penjual handphone memberikan 
pernyataan bahwa: 
“kalau elektronik itu kita harus kerja duakali itu lho 
mbak yang bikin males. Harus nabung dulu terus bayar 
sendiri di mesin deket eskalator sana. Belum lagi harus 
antri atau nunggu mesinnya  biar nggak error. Kalau 
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error gitu kan kadang lama dibenerinnya, kita ya balik 
kerja lagi” (Sumber wawancara 23 April 2018).  
 
Petugas pasar belum memiliki sikap yang tegas bagi 
para pedagang yang menunggak pembayaran retribusi pasar.  
Hal ini dibuktikan dengan adanya toleransi dari pengelola pasar 
bagi pedagang yang menunggak membayar retribusi pasar 
sampai tiga bulan. Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta 
Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi 
Pelayanan Pasar yang masih menjadi dasar hukum dalam 
pelaksanaan pelayanan e-retribusi pasar, seharusnya setiap 
pedagang yang menunggak membayar retribusi pasar akan 
dikenai denda sebesar 2% setiap bulannya, namun pada 
kenyataannya pedagang tidak dikenai denda sama sekali 
melainkan hanya diberi peringatan oleh pengelola pasar. Hal ini 
seperti yang dikemukakan oleh Ibu Nita selaku pegawai pasar 
yang melakukan monitoring kebijakan e-etribusi: 
“Kalau misal 1 atau 2 bulan masih wajar, kalau udah 
sampai 3 bulan baru minta tolong dibuatkan surat 
tagihan. Disini langsung pada takut terus pada bayar” 
(Sumber wawancara 30 April 2018).  
 
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Sukadi selaku 
Kepala Pasar Singosaren yang mengatakan bahwa: 
“Memang disini petugasnya itu saya minta ngecek terus 
tiap bulan, nanti, kalau ada 2-3 bulan nunggak nanti 
saya bilangin, nanti kalo ndak bayar saya kasih surat 
teguran” (Sumber wawancara 09 April 2018). 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa sikap pelaksana dalam implementasi 
kebijakan e-retribusi pasar di pasar Singosaren sudah cukup baik 
dan berusaha memberikan pelayanan yang baik. Namun 
meskipun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya terdapat 
hambatan dari sikap kurang tegas pengelola pasar Singosaren 
terhadap pedagang yang menunggak pembayaran retribusi pasar.  
 
d. Struktur Birokrasi  
 Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap 
organisasi adalah adanya prosedur operator yang standar 
(Standard Operating Procedure atau SOP).  Dalam 
implementasi kebijakan e-retribusi pasar di pasar Singosaren ini 
sudah ada SOP yang menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang 
terlibat dalam menjalankan tugas mereka terkait kebijakan e-
retribusi pasar. Adanya SOP ini tidak menjadi hambatan dalam 
pelaksanaan kebijakan e-retribusi pasar. Hal ini dikarenakan 
mereka yang terlibat dalam kebijakan e-retribusi pasar sudah 
memahami apa yang menjadi tugas mereka. Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh Bapak Sukadi selaku Kepala pasar Singosaren 
yang mengatakan bahwa: 
“ohh ndak mbak, nggak ada yang tumpang tindih, kan 
udah jelas. Disini udah paham semua kok mbak sama 
SOP nya, udah tau” (Sumber wawancara 09 April 
2018).  
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Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Bapak Taufik selaku Kepala 
Seksi Penagihan Bidang Pengelolaan Pendapatan yang 
mengatakan: 
“mestinya sudah tidak. Kami sudah sampaikan tugas-
tugasnya bagaimana, harus ngapain, masing-masing 
pihak dari perbankan, dari kami sendiri di Dinas ini, di 
pasarnya sendiri, tugasnya ngapain. Jadi untuk di pasar 
dan di dinas ini kami menetapkan nama dan 
sebagainya, ketetapan retribusinya itu kewenangannya 
ada di kami, di pasar itu petugasnya memonitor 
pembayaran secara elektroniknya, evaluasinya dari 
mereka. Berkeliling ke semua pedagang memberi tahu 
untuk membayar secara elekronik begitu” (Sumber 
wawancara 12 April 2018). 
 
Prosedur pelaksanaan kebijakan e-retribusi pasar mulai dari 
proses pemungutan sampai penyetoran ke Kas Daerah adalah 
sebagai berikut: 
1. Pedagang wajib retribusi; membuka tabungan/rekening 
penampung dan membayar retribusi pada perangkat e-
retribusi 
2. Kantor Pasar; pendampingan dan pengarahan serta 
monitoring pembayaran e retribusi secara online 
3. Bank/Rekening Penampung  
a. Menerima dan menghimpun retribusi deposit tabungan 
pedagang 
b. Menyetorkan ke Kas Daerah 1 X 24 jam setelah 
diterimanya retribusi 
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c. Melaporkan hasil penerimaan dan penyetoran retribusi ke 
Dinas Perdagangan. 
4. Kas Daerah / Bank Jateng 
a. Menerima setoran retribusi pelayanan pasar dari 
bank/rekening penampung 
b. Laporan ke BPPKAD berupa B9 atas penerimaan retribusi 
5. BPPKAD 
a. Menerima laporan dari kas daerah/bank jateng 
b. Mengirimkan B9 ke Dinas Perdagangan 
6. Dinas Perdagangan 
a. Menerima laporan penyetoran retribusi dari bank 
secara online 
b. Menerima laporan B9 dari BPPKAD 
c. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas penyetoran 
retribusi 
d. Entry ke SIMDA keuangan. 
Lebih jelasnya dengan bagan SOP e-retribusi pasar (terlampir). 
Berdasarkan data yang ada, maka dapat disimpulkan 
bahwa faktor struktur birokrasi bukan menjadi faktor 
penghambat dalam implementasi kebijakan e-retribusi pasar di 
pasar Singosaren. Hal ini dikarenakan sudah adanya SOP untuk 
pelaksanaan e-retribusi pasar, sehingga pihak-pihak yang terlibat 
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dapat mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan dapat 
meminimalisir tumpang tindih pekerjaan. 
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Tabel 4.6 
Matriks Faktor Pendukung dan Penghambat 
Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar di Pasar Singosaren 
 
No Faktor Pendukung atau 
Penghambat 
Temuan 
1 Komunikasi Pendukung Komunikasi menjadi faktor 
pendukung dalam implementasi 
kebijakan e-retribusi pasar di pasar 
Singosaren. Hal ini dikarenakan 
komunikasi antarimplementor 
terjalin dengan baik, yaitu 
dibuktikan melalui adanya grup 
WhatsApp sebagai sarana 
berkoordinasi antara Dinas dengan 
Bank terkait permasalahan e-
retribusi. Sedangkan komunikasi 
antara implementor dengan 
kelompok sasaran juga berjalan 
cukup baik. Hal ini dapat dilihat 
dari pendekatan dan pengarahan 
yang dilakukan secara terus 
menerus kepada pedagang pasar 
sebagai kelompok sasaran untuk 
dapat mengubah pola pikir mereka 
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terkait sistem pemungutan retribusi 
pasar secara elektronik.  
  
2 Sumber 
daya 
- Dana: Pendukung 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sarana dan 
Prasarana: 
Penghambat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ketersediaan dana menjadi faktor 
pendukung dalam implementasi 
kebijakan e-retribusi pasar di pasar 
Singosaren. Hal ini dikarenakan 
seluruh pembiayaan terkait 
kebijaakn e-retribusi pasar 
ditanggung oleh pihak perbankkan, 
dalam hal ini aalah Bank Jateng. 
 
Sarana dan prasarana dalam hal ini 
adalah mesin tapping dan kartu e-
retribusi menjadi salah satu faktor 
yang menghambat implementasi 
kebijakan e-retribusi pasar di pasar 
Singosaren. Hal ini dikarenakan 
mesin tapping yang sering error 
serta adanya proses balik nama 
yang mengakibatkan data dalam 
kartu tidak valid sehingga tidak 
terdeteksi pada mesin tapping.   
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- Sumber Daya 
Manusia: Aparat 
Pelaksana : 
Pendukung 
 
 
 
 
 
 
- Sumber Daya 
Manusia: 
Pedagang Pasar 
Penghambat 
 
Sumber daya manusia dalam hal ini 
adalah aparat pelaksana menjadi 
faktor pendukung implementasi 
kebijakan e-retribusi pasar di pasar 
Singosaren. Hal ini dikarenakan 
aparat pelaksana sudah paham 
dengan teknologi serta sudah 
menerima pengarahan dari Dinas 
Perdagangan.  
 
Sumber daya manusia dalam hal ini 
adalah pedagang pasar menjadi 
faktor penghambat implementasi 
kebijakan e-retribusi pasar di pasar 
Singosaren. hal ini dikarenakan 
sikap mereka yang lebih memilih 
menggunakan cara pembayaran 
retribusi pasar secara manual 
daripada menggunakan mesin 
(secara elektronik). 
3 Sikap 
Pelaksana 
Penghambat Sikap pelaksana menjadi faktor 
penghambat dari pelaksanaan e-
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retribusi pasar di pasar Singosaren. 
Hal ini dikarenaan meskipun 
pelaksana selalu melakukan 
pendekatan dan pengarahan untuk 
mengubah pola pikir pedagang, 
namun pelaksana masih kurang 
tegas terhadap pedagang pasar yang 
menunggak membayar retribusi 
pasar.  
4 Struktur 
Organisasi 
Pendukung Faktor struktur organisasi menjadi 
faktor pendukung dalam 
implementasi kebijakan e-retribusi 
pasar di pasar Singosaren. Hal ini 
dikarenakan sudah ada SOP dalam 
pelaksanaan kebijakan e-retribusi, 
sehingga pihak-pihak yang terlibat 
dapat mengetahui apa yang harus 
mereka kerjakan dan meminimalisir 
adanya tumpang tindih pekerjaan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa: 
a. Implementasi kebijakan e-retribusi pasar di pasar Singosaren 
dilakukan melalui 3 tahapan, antara lain: 
1. Tahap Pengorganisasian  
 Pada tahap pengorganisasian, aktivitas/kegiatan yang 
dilakukan adalah penentuan siapa yang akan menjadi 
implementor dalam kebijakan e-retribusi pasar. Dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Dinas 
Perdagangan menunjuk Bidang Pengelolaan Pendapatan sebagai 
implementor utama serta memilih Bank Jateng sebagai bank 
negara pertama yang menjadi mitra kerja sama dalam penerapan 
kebijakan e-retribusi pasar di pasar Singosaren.  
 Kegiatan/aktivitas selanjutnya adalah penetuan anggaran, 
sarana dan prasarana sebagai penunjang keberhasilan e-retribusi 
pasar. Dalam implementasi kebijakan e-retribusi pasar ini seluruh 
anggaran dibebankan pada pihak perbankan, sedangkan dari pihak 
Dinas Perdagangan hanya menyediakan database pedagang serta 
besarnya ketetapan retribusi yang harus dibayar.  
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2. Tahap Interpretasi 
 Dalam tahap interpretasi ini dilakukan sosialisasi sebanyak 
dua kali, yaitu dengan paguyuban pedagang dan dengan pedagang 
pasar. Namun meskipun sosialisasi hanya dilakukan dua kali, 
selama pelaksananaan kebijakan e-retribusi pasar sosialisasi juga 
masih secara terus-menerus dilakukakan secara face to face 
kepada para pedagang. Kendala dalam kegiatan sosialisasi ini 
adalah tidak semua pedagang hadir dalam kegiatan sosialisasi 
karena mengaku sudah memahami kebijakan e-retribusi dari 
paguyuban pedagang. 
3. Tahap Aplikasi 
 Pada tahap aplikasi terdapat beberapa kegiatan/aktivitas, 
antara lain: 
a) Pembuatan Rekening  
 Pembuatan rekening dilakukan secara kolektif di pasar 
Singosaren. melalui pembuatan rekening ini para pedagang 
akan menerima kartu e-retribusi yang akan mereka gunakan 
untuk membayar retribusi secara elektronik. Kendala dalam 
pembuatan rekening ini adalah pembuatan rekening seharusnya 
dilakukan sebelum kebijakan e-retribusi pasar diresmikan, 
namun dalam kenyataannya pembuatan rekening baru 
dilakukan satu bulan setelah kebijakan e-retribusi diresmikan. 
Hal ini dikarenakan masa transisi dari konvensional menuju 
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online. Selain itu, pedagang pasar yang memiliki kios lebih dari 
satu mempermasalahkan tentang diwajibkannya membuka atau 
membuat rekening sejumlah kios yang dimiliki. akibatnya 
proses pembuatan rekening secara kolektif tidak memenuhi 
target.  
b) Pembayaran di Mesin Tapping 
 Pembayaran retribusi pasar di mesin tapping dilakukan satu 
bulan sekali dan tidak mempunyai tanggal tertentu sebagai 
tenggat pembayaran. Kendala dalam kegiatan ini adalah 
terdapat beberapa pedagang yang tidak bisa melakukan tapping 
kartu, sehingga meminta bantuan petugas pasar dengan 
menitipkan kartu e-retribusi mereka. 
a) Top Up Kartu 
 Top up kartu dilakukan satu minggu sekali, yaitu pada hari 
Jumat dengan sistem jemput bola yang dilakuakan oleh Bank 
Jateng dengan maksud memudahkan pedagang utuk menabung. 
d) Monitoring 
 Monitoring kebijakan dilakukan secara online oleh 
pengelola pasar Singosaren melalui aplikasi yang diberikan 
oleh Bank Jateng. Kendala dalam kegiatan ini adalah mesin 
tapping tidak dapat menampilkan siapa pedagang yang 
membayar, sehingga petugas harus meminta laporan terlebih 
dahulu.  
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b. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan e-
retribusi pasar di pasar Singosaren Surakarta antara lain:  
1) Komunikasi  
 Komunikasi yang terjalin antarimplemnetor dan antara 
implementor dengan kelompok sasaran dalam hal ini adalah 
pedagang pasar Singosaren. Komunikasi tersebut sudah berjalan 
dengan baik meskipun ada sedikit hambatan namun dapat 
diselesaikan dengan baik. 
2) Sumber Daya  
 Sumberdaya yang digunakan dalam implementasi kebijakan 
e-retribusi pasar di pasar Singosaren antara lain adalah dana, 
sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Dana yang 
digunakan untuk pelaksanaan kebijakan e-retribusi pasar di 
pasar Singosaren seluruhnya berasal dari bank yang menjalin 
kerjasama dengan Dinas Perdagangan, dalam hal ini adalah 
Bank Jateng. Sarana dan prasarana dalam hal ini adalah kartu e-
retribusi dan mesin tapping menjadi salah salah satu 
penghambat implementasi kebijakan e-retribusi pasar di pasar 
Singosaren. Hal ini dikarenakan mesin tapping yang sering error 
serta adanya proses balik nama yang mengakibatkan data dalam 
kartu tidak valid sehingga tidak terdeteksi pada mesin tapping. 
Sedangkan untuk sumber daya manusia yang terdiri dari aparat 
pelaksana dan pedagang menjadi faktor pendukung dan 
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penghambat kebijakan. Aparat pelaksana menjadi faktor 
pendukung karena sudah memahami kebijakan e-retribusi pasar, 
Namun pedagang pasar menjadi faktor penghambat karena sikap 
mereka yang lebih memilih pembayaran retribusi secara manual 
daripada menggunakan mesin (secara elektronik).  
1) Sikap Pelaksana 
 Sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan e-retribusi 
pasar di pasar Singosaren sudah cukup baik dan berusaha 
memberikan pelayanan yang baik. Namun meskipun demikian, 
dalam pelaksanaan tugasnya terdapat hambatan dari sikap 
kurang tegas pengelola pasar Singosaren terhadap pedagang 
yang menunggak pembayaran retribusi pasar. Ketidaktegasan 
tersebut mengakibatkan selalu adanya tunggakan/piutang setiap 
tahunnya. 
2) Struktur Birokrasi 
 Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan e-
retribusi pasar sudah memahami SOP sebagai pedoman dalam 
menjalankan tugas sehingga tumpang tindih kebijakan dapat 
diminimalisir.  
B. SARAN 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran 
yang penulis dapat berikan untuk Dinas Perdagangan dan Pengelola Pasar 
Singosaren antara lain adalah sikap dari petugas pasar agar lebih tegas 
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dalam memberikan sanksi kepada para pedagang yang menunggak 
pembayaran retribusi pasar, yaitu melalui pemberian surat teguran serta 
penerapan denda sebesar 2% setiap bulannya seperti yang tertuang dalam 
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar mengingat selama ini pengelola 
pasar hanya sebatas memberikan surat peringatan kepada pedagang yang 
menunggak pembayaran retribusi pasar. 
 Selain itu, selama proses balik nama kepemilikan kios yang 
memakan waktu cukup lama, Dinas Perdagangan maupun Pengelola Pasar 
Singosaren dapat memberikan pelayanan pembayaran retribusi pasar 
secara offline (manual), agar target penerimaan retribusi pasar dapat 
terealisasi dan juga pedagang tidak akan memiliki tunggakan yang 
menumpuk.  
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